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ABSTRAK 
Achmad Dzulfikar Musakkir (B111 12 907), Efektivitas Program Rehabilitasi 
Medis dan Sosial Korban Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam 
Perspektif Sosiologi Hukum, di bawah bimbingan Hasbir sebagai Pembimbing 
I, dan Andi Tenri Famauri sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan residen dan 
bentuk penyelenggaraan program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional, 
dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban 
pengguna narkoba oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. 
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi hukum, melalui teknik analisis secara 
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya  dideskriptifkan 
secara kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi 
residen sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, karena belum 
dilakukan verifikasi residen secara cermat yang membutuhkan rehabilitasi rawat 
inap dan rawat jalan, masih terdapat residen yang bukan hanya sebagai 
pengguna saja tetapi juga sebagai pengedar yang seharusnya diproses ke 
tingkat penyidikan dan penuntutan, sehingga tempatnya bukan di Balai 
Rehabilitasi tetapi di Rumah Tahanan Negara atau Penjara. Pelaksanaan 
program rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh BNN Baddoka belum 
efektif, karena sosialisasi pengenalan program belum dilaksanakan secara 
sistematis dan konsisten, keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial 
(konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan adanya tindakan apriori 
bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan tupoksinya, serta 
metode dan substasinya sebagian besar tidak sesuai dengan karakteristik 
masyarakat Indonesia.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan 
antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. 
Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang 
dapat menimbulkan benturan dengan peraturan hukum. Salah satu 
contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang 
semakin merebak dan sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. 
Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, pada tahun 2008, 
jumlah pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa atau sekitar 
1,99 persen dari jumlah penduduk Indonesia mengalami ketergantungan 
Narkoba. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta diantaranya berasal dari kalangan 
pelajar dan mahasiswa. Di sisi lain, jumlah korban meninggal dunia akibat 
penggunaan Narkoba selama kurun 2006-2008 mencapai 15.000 jiwa. 
Artinya, setidaknya 41 jiwa melayang perhari dengan 78 persen terjadi pada 
anak muda usia 19-21 tahun.  
 Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah 
lakunya diatur oleh hukum, baik hukum local di daerahnya maupun 
hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Menurut Achmad Ali, Hukum 
tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari 
pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam 
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masyarakat.1 Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan 
kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat tapi pada kenyataannya 
masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Pada 
Bidang Hukum, hendak mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang 
telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka 
mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan 
berkesinambungan. 
 Narkotika adalah salah satu zak kimia sejenis obat bius atau obat 
yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. 
Namun di sisi lain, narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis 
dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya 
bagi pemakainya, yang pada akhirnya dapat menjadi pengaruh negatif 
pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Di dunia 
kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses 
pembiusan sebelum pasien di operasi, mengingat di dalam narkotika 
terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta 
kesadaran pasien. Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang 
terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu 
                                                          
1 Achmad Ali,  2008, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis, Cet. Ke-2,   P.T. 
Gunung Agung, 2002.  hlm. 53. 
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kejahatan berat atau extra ordinary crime, terutama bagi penanam bibit, 
memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. 
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah ditetapkan oleh 
pemerintah sebagai persoalan yang sangat membahayakan bagi bangsa 
Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, 
baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia 
Internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi 
kejahatan penanggulangan narkotika, yaitu dengan diundang-
undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika (selanjutnya di tulis UU Narkotika). Oleh karena itu, agar 
penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat 
manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur 
dalam UU Narkotika. 
 Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat 
ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. 
Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah 
menjangkau hampir ke semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah 
Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh 
peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran 
narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulainya awam terhadap 
barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar 
dilepaskan ketergantungannya.  
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 Pengguna atau pemakai pada dasarnya merupakan korban 
penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan 
pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia 
yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di 
segala bidang.  
 Hal yang menarik dalam Undang-Undang tentang Narkotika adalah 
kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti 
sebagai pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi 
medis maupun rehabilitasi sosial. Secara tersirat, kewenangan ini 
mengakui, bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana 
juga sekaligus korban dari kejahatan narkotika itu sendiri. 
 Undang-Undang tentang Narkotika dalam perkembangannya telah 
dipengaruhi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Telah terjadi suatu pembaruan hukum dalam 
ketentuan Undang-Undang ini, yakni dengan adanya deskriminalisasi 
pelaku penyalahgunaan narkotika. Pemakai atau pengguna narkotika dan 
korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial.  
 Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia 
adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya 
dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, 
baik dari segi kesehatan pribadinya maupun  dampak sosial yang 
ditimbulkannya. Mereka para korban narkotika akan menanggung beban 
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psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsa 
ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, 
rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi 
secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan. 
Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara 
menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal 
pemulihan bagi para pengguna. 
 Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 
menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya 
atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga 
merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan 
atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui 
fasilitas rehabilitasi.2 Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika 
merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan 
sebagai masa menjalani hukuman. Namun dalam faktanya masih 
terdapat adanya pencandu narkotika yang setelah menyelesaikan tahap 
rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN)  dan tetap masih 
melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan narkotika bahkan 
meningkat menjadi pengedar. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional 
(BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 
Indonesia yang merupakan focal point pencegahan dan pemberantasan 
penyalagunaan narkotika  di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan 
                                                          
2Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 3. 
6 
 
Presiden Nomor 17 Tahun 2002.  Dalam hal man  Badan Narkotika 
Nasional (BNN) mempunyai visi yang harus dicapai pada tahun 2015 
yaitu sebagai tahun bebas narkoba. Tahun penyelamatan narkoba 
tersebut yaitu dengan mensosialisasikan undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan 
tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah persyaratan residen dan bentuk penyelenggaraan 
program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional? 
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi 
korban pengguna narkoba oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika 
Nasional? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui persyaratan persyaratan residen dan bentuk 
penyelenggaraan program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional.  
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi 
korban pengguna narkoba oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika 
Nasional. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat 
memberikan kontribusi bagi semua pihak yang mempelajari Ilmu 
Hukum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, dan sebagai 
bahan pemikiran dan menambah  kepustakaan di bidang Ilmu Hukum. 
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi bagi pengguna narkotika 
di Indonesia dan bagi BNN dan lembaga lainnya yang 
menyelenggarakan Program Rehabilitasi medis dan sosial bagi 
pengguna atau pecandu narkotika dan obat-obat terlarang, serta 
berbagai pihak yang memerlukan melakukan penelitian lebih lanjut 
tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika. 
 
 
 
 
 
 
  
8 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Karakteristik Kajian Sosilogi Hukum 
Pada abad ke-19, seorang pakar filsafat berkebangsaan Perancis 
yakni Auguste Comte telah menulis beberapa buah buku yang berisikan 
pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Beliau 
berpendapat bahwa ilmu penegetahuan mempunyai urutan-urutan 
tertentu berdasarkan logika dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui 
tahap-tahap tertentu untuk kemudian mencapai tahap terakhir yaitu tahap 
ilmiah. Beliau mempunyai anggapan bahwa saatnya telah tiba bagi 
semua penelitian terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala 
masyarakat memasuki tahap terakhir yaitu tahap ilmiah. Oleh karena itu, 
beliau menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat 
ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. 
Nama yang diberikannya tatkala itu adalah “Sosiologi” yang berasal dari 
kata Latin “socius” yang berarti “masyarakat” dan kata Yunani “logos” 
yang berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi sosiologi berarti “berbicara 
mengenai masyarakat”.3 
Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah 
masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri 
karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang 
ciri-ciri utamanya adalah: 
                                                          
3Soerjono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 
12-13.  
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a. Sosiologi bersifat empiris yang berati bahwa ilmu pengetahuan 
tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan 
akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.  
b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu 
berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. 
Abkstraksi tersebut merupakan kerangka-kerangka unsur-unsur 
yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan 
hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.  
c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori 
sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam 
arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori 
yang lama.  
d. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk-
baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk 
menjelaskan fakta tersebut secara analitis.  
Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya adalah sangat sukar untuk 
merumuskan suatu definisi (batasan makna) yang dapat mengemukakan 
keseluruhan penegertian, sifat dan hakikat yang dimaksud dalam 
beberapa dalam kata dan kalimat. Oleh sebab itu, suatu definisi hanya 
dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja. Sungguhpun 
peneyelidikan berjalan terus dan ilmu pengetahuan tumbuh ke arah 
pelbagai kemungkinan, masih juga diperlukan suatu pengertian yang 
pokok dan menyeluruh.  
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Pembahasan tentang pengertian Sosiologi Hukum, maka  
pembahasannya terkait dengan kajian sosiologi hukum. Menurut 
pendapat Achmad Ali:4 
“Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian sosiologi yang 
objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik atau 
kacamata ilmu sosial dan teori-teori sosiologi, pendekatan yang 
dipakai dalam sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang 
digunakan oleh ilmu-ilmu hukum lainnya”. 
 
Achmad Ali juga menjelaskan sebagai berikut :5 
“Yang membedakan antara ilmu-ilmu hukum dengan sosiologi 
hukum yaitu bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada 
Law in books, hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu 
berada dalam dunia das Sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum 
menekankan kajian pada law in action, hukum dalam dunia sains. 
Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris, sebaliknya 
ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat 
prekreptif”. 
 
Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa 
pandangan. Di antara pandangan-pandangan itu, sebagaimana diuraikan 
berikut:6 
1. Kajian Normatif  
Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai 
kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 
dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskrefktif yaitu bersifat menentukan 
apa yang salah dan apa yang benar. Kajian-kajian normatif terhadap 
hukum antara lain: Ilmu Hukum Pidana Positif, dan Ilmu Hukum Tata 
                                                          
4Achmad Ali, Achmad Ali,  1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif  
Watampone,  Jakarta,hlm. 9   
5Ibid, Hlm.11 
6Achmad Ali,  1998, of cit,  hlm. 3-5.   
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Negara Positif. Dengan perkataan lain, kajian normatif mengkaji law in 
books. Kajian normatif dunianya adalah das Sollen (apa yang 
seharusnya).  
2. Kajian Filsufis  
Kajian filsufis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai 
seperangkat nilai ideal, yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan 
dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. 
Kajian filsufis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian Filsafat 
Hukum. Dengan perkataan lain, kajian filsafat hukum itu mengkaji law in 
ideas. Kajian filsufis ini juga menekankan pada pendekatan moral 
terhadap hukum.  
Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum 
adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami 
manusia (the nature of human being) dan juga berdasarkan pada 
kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. 
Perhatian terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum 
harus mengekspresikan suatu moralitas umum (a common morality) yang 
didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral 
dianggap salah dan benar. 
3. Kajian Empiris  
Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai 
kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. 
Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empris antara lain: Sosiologi 
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Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum. Dengan perkataan lain 
kajian empiris mengkaji law in action. 
Dengan demikian yang membedakan antara Ilmu Hukum (normatif) 
seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tata Negara, dan Ilmu Hukum 
Acara dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tata Negara, 
Sosiologi Hukum Acara, adalah ilmu normatif menekankan kajian pada 
law in books, hukum sebagaimana seharusnya dan karena itu berada 
dalam dunia das Sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan 
kajiannya pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum 
sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada di dunia das Sein. 
Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat 
deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif 
yang bersifat preskreptif.7 
Hukum yang merupakan objek dari ilmu hukum dilihat dari dalam 
hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga hukum 
sebagai objeknya, tetapi meneropong dari luar hukum dengan 
menggunakan konsep-konsep atau teori-teori ilmu sosial.  
Berikut ini penulis akan menyiter pendapat pakar yang mempunyai 
kapasitas keilmuan pada bidang sosiologi hukum yang dapat  
memberikan pengertian dan karakteristik kajian sosiologi hukum, antara 
lain: 
                                                          
7Ibid, hlm. 11 
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1. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa sosiologi hukum adalah suatu 
cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris 
menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 
dengan gejala-gejala sosial lainnya.  
2. Menururut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum (sociology of law) adalah 
pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam 
konteks sosialnya. Adapun karakteristik kajian atau studi hukum 
secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo yaitu: 
a. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum 
yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-
praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan 
bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, 
faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. 
b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical 
validity)  dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana 
kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks 
dari peraturan itu.  
c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari 
hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. 
Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, 
perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada 
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memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang 
dipelajarinya.8 
Selanjutnya Satjipto Rahardjo,9 menambahkan bahwa untuk 
memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini 
dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui 
pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan 
untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan 
mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran 
hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal 
penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-
pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun 
soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini 
boleh dipakai istilah ‘sebab-sebab sosial’, maka sebab-sebab yang 
demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan 
budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain. 
Menurut pendapat Max Weber: 
“…these three approaches are (1) a moral approach to law, (2) an 
approach from standpoint of jurisprudence, and (3) a sociologycal 
approach to law. Each of these approaches has a distinct focus on 
the relations among law and society and ways in which law should 
be studied”.10 
 
Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum 
adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami 
                                                          
8Satjipto Rahardjo, 1986, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, 
Jakarta. Hal. 310-311. 
9 Ibid. 
10Gerald Turkel, 1996, Law and Society: Critical Approaches, Allyn & Bacon, USA. Hal. 
10. 
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manusia (the nature of human being) dan juga berdasarkan pada 
kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. 
Perhatian terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum 
harus mengekspresikan suatu moralitas umum (a common morality) yang 
didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral 
dianggap salah dan benar. 
Pandangan sosiologi hukum pada dasarnya adalah hukum hanya 
salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang 
juga ada di dalam masyarakatlah yang banyak memberi arti dan 
pengaruh terhadap hukum. Dengan menggunakan pandangan yang 
sosiologis terhadap hukum, maka akan menghilangkan kecenderungan 
untuk selalu mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, 
seperti yang dianut oleh kalangan positivis atau legalistik.11  
 
B. Badan Narkotika Nasional (BNN) 
1. Kewenangan dan Kedudukan Badan Narkotika Nasional 
Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya 
di Indonesia dimulai pada tahun 1971 yakni pada saat dikeluarkannya 
Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 
kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk 
menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu 
pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, 
                                                          
11Musakkir, 1996, Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu 
Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum, Rangkang Education, 
Yogyakarta, Hal. 45. 
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penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, 
penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. 
Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak 
(Badan Konsekuensi Pelaksanaan) Inpres Tahun 1971 yang salah satu 
tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak 
Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-
wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar 
Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak 
mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran 
sendiri dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melainkan 
disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. 
Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih 
merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus 
memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di 
Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah 
bangsa yang ber-Pancasila dan agamis atau religius. Pandangan ini 
ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah 
terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan 
narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada 
pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak 
siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan 
17 
 
Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus 
memerangi bahaya narkoba. 
Menghadapi permasalahan narkoba yang kecenderunganya terus 
meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah 
(Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika 
Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. 
BKNN adalah suatu Badan Koordinasi Penanggulangan Narkoba yang 
beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.  BKNN diketuai oleh 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai 
tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran 
sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak 
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. 
BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi 
untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh 
karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 
tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan 
Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan 
tugas mengordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah 
dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:  
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1. Mengordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba;  
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional 
penanggulangan narkoba. 
Mulai Tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari 
APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya 
meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun 
karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang 
tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka 
BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu 
menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin 
serius. Oleh karena itu, pemegang otoritas dalam hal ini segera 
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan 
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika 
Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui 
kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-
BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi 
dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada 
Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP 
dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan 
BNN. 
Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus 
meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor 
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VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan 
kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena 
itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan 
atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 
tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak 
pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat 
ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, 
karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba 
sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga 
untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco 
for Politic).12 
BNN atau yang lebih jelasnya "Badan Narkotika Nasional". Badan 
Narkotika Nasional (disingkat BNN) merupakan sebuah lembaga 
pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas 
melaksanakan tugas dalam pemerintahan di bidang pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, 
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 
dan alkohol atau yang sering kita sebut selama ini dengan kata 
NARKOBA atau NARKOTIKA. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang 
                                                          
12Badan Narkotika Nasional. www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn. diakses pada 
tanggal 18 Februari 2016. 
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bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Dasar hukum BNN sebagai LPNK adalah Peraturan Presiden 
Nomor 23 Tahun 2010. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga 
nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 
Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 
83 Tahun 2007. 
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan 
Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga 
pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh seorang 
pejabat yang disebut Kepala. Susunan organisasi BNN terdiri atas : 
1. Kepala; 
2. Sekretariat Utama; 
3. Deputi Bidang Pencegahan; 
4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 
5. Deputi Bidang Pemberantasan; 
6. Deputi Bidang Rehabilitasi; 
7. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama; 
8. Inspektorat Utama; 
9. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; 
10. Balai Besar Rehabilitasi; 
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11. Balai Diklat; 
12. UPT Uji Lab Narkoba; 
13. Instansi vertikal; 
14. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP); 
15. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). 
2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)  
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan 
Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga 
pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai Fungsi dan 
Tugas sebagai berikut :13 
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
                                                          
13Badan Nasional Narkotika. www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi. diakses 
pada tanggal 18 Februari 2016. 
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4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat; 
Selain tugas sebagaimana diuraikan di atas, BNN juga bertugas 
menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, 
prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 
dan alkohol. 
Adapun Fungsi dari Badan Narkotika Nasional, yaitu :14 
1. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, 
kriteria dan prosedur P4GN; 
2. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN; 
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, 
hukum dan kerjasama di bidang P4GN; 
4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di 
bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 
pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama; 
5. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada 
instansi vertikal di lingkungan BNN; 
6. Pengordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen 
masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan 
                                                          
14Badan Nasional Narkotika. www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi. diakses 
pada tanggal 18 Februari 2016. 
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kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi 
penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika 
serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah; 
7. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika 
dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh 
pemerintah dan masyarakat; 
8. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna 
dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol 
berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah 
teruji keberhasilannya; 
9. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan 
peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan 
hukum di bidang P4GN; 
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 
nasional di bidang P4GN.15 
 
                                                          
15Badan Narkotika Nasional.  http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/ 
bnn -pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi, Dikunjungi senin, tanggal 
1/02/2016 
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C. Narkotika 
1. Definisi Narkotika  
Narkotika berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan 
kata narcosis yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama 
berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, 
perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat 
digunakan untuk pembiusan. Secara umum, yang dimaksud dengan 
narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-
pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan 
cara memaksukkan ke dalam tubuh. 
Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” 
pada farmacologie (farmasi), melaikan sama artinya dengan “drug”, yaitu 
sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan 
pengaruh-pengaruh terutama pada tubuh si pemakai, yaitu :16 
a. Mempengaruhi kesadaran; 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 
manusia; 
c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 
1) Penenang; 
2) Perangsang (bukan rangsangan sex); 
                                                          
16Negara Hukum. www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html. diakses pada 18 
Februari 2016. 
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3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan 
antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan 
waktu dan tempat).17 
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaanya 
ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang 
pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, 
maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya 
yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat 
semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun 
belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya 
kecanduan yang bisa menimbulakan si pemakai bergantung hidupnya 
terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka 
untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan 
pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.  
Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto, 
bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan yunani “Narke”, yang 
berarti terbius sehinggah tidak merasa apa-apa.18 Sedangkan, Smith 
Kline dan Freech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika 
yaitu zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau 
pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan 
                                                          
17Soedjono D., 1976,  Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, PT. Karya Nusantara, 
Bandung, 1976, Hal. 14. 
18Djoko Prakoso, Bambang , Riyadi Lany, dan Mukhsin,  1987,  Kejahatan-Kejahatan yang 
Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, hal. 480. 
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syarat sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat 
yang dibuat dari candu (Morpihine, codein, methadone).19 
Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika serikat dalam buku 
“Narcotic Identification Manual”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, 
Bambang Riyadi, dan Mukhsin menjelaskan. 
“Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, 
kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda 
tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cacin. Dan 
termasuk juga narkotika sintesi yang menghasilkan zat-zat, obat-
obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.”20 
 
Sedangkan menurut Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad 
1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambahkan, yang 
dikenal sebagai Undang-undang Obat Bius,  narkotika adalah “bahan-
bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat 
menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran juga 
menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara 
terus-meneruskan dan liar dengan akibat antara lain terjadinya 
ketergantungan pada bahan-bahan tersebut. Narkotika pada pasal 4 
V.M.O staatblad 1927 No. 278 jo. No. 536 adalah untuk tujuan 
pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, 
cocaine kasar, codeine hanya dapat diperoleh dan dikeluarkan oleh 
mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu: 
1. Apoteker dan ahli kedokteran; 
2. Dokter hewan; 
                                                          
19Ibid, hal.  481 
20Ibid, hal. 482 
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3. Pengusaha pabrik obat.21 
Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan 
sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut 
juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang 
membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat-zat tersebut 
berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, 
terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu 
karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya 
tahan serta hilangnya kesadaran. 
a. Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan 
pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka 
jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang 
terdapat pada Narkotika golongan I; 
b. Narkotika golongan II, dan; 
c. Narkotika golongan III. 
saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan 
lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam 
kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. 
Jenis-jenis narkotika yang diataur di dalam Pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 digolongkan menjadi: 
                                                          
21Soedjono D., Op.Cit. Hal. 150 
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Pada lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut, 
yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut: 
1. Papaver, adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian-
bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari 
buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami 
pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa 
memperhatikan kadar morfinnya. 
3. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 
H19 NO3. 
4. Koka, yaitu tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythoroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 
5. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun 
kopka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan 
kokaina. 
6. Kokaina, adalah metil ester-I-bensoil ekgonia dengan bentuk rumus 
kimia C17 H21 NO4 
7. Ganja, adalah sebuah tanaman genus cannabis dan semua bagian 
dari tanaman tersebut biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja 
atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis. 
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8. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, 
termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai 
bahan dasar.22 
Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata 
“Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti 
membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga 
menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaa, pikiran, persepsi, 
kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di 
Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan dadah. Dulu di Indonesia 
dikenal dengan sebutan madat. 
2. Jenis-jenis narkotika 
Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-
hari karena mempunyai dampak negatif, terutama terhadap kaum remaja 
yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, 
sebagai berikut: 
1. Candu atau disebut juga dengan opium 
Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Papaver 
Somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang 
disebut “ikkanshu”, di Cina disebut “Japien”. Banyak ditemukan di negara-
negara, seperti Turki, Irak, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa 
tempat lain. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah 
getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium 
                                                          
22Undang-undang Narkotika , Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Sinar 
Grafika, Jakarta,  1999. Hal. 74. 
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termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotic dan 
tranglizer. Depressants , yaitu merangsang sistem saraf parasimoatis, 
dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. 
Ciri-ciri dari tumbuhan-tumbuhan papaver somniferium  ini antara lain: 
1. Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu); 
2. Warna daun hijau tua (keperak-perakan); 
3. Lebar daun 5-0 cm dan panjang 10-25 cm; 
4. Permukaan daun tidak rata melainkan melekuk-lekuk; 
5. Buahnya berbentuk seperti tabuh gong 
6. Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang 
berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada 
ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi. 
Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu 
matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, 
dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah 
yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan 
yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan 
sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari 
candu mentah. 
Ada dua macam masakan candu, yaitu: 
1. Candu masakan dingin (cingko); 
2. Candu masakan hangat (jicingko). 
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Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi candu 
masak yang memiliki kadar morphin tinggi, warna candu masak coklat tua 
atau coklat kehitam-hitaman. Candu dan opium ini turunannya menjadi 
morphine dan heroin (putau). Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah 
secara kimiawi di farmakologi) morphine dan heroin hasilnya berupa 
pethidine dan methadone digunakan sebagai obat. 
2. Morphine  
`Zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu 
mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine 
termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi 
yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh 
rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang 
lambat laun membahayakan jiwa. 
Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan 
bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tabelt APC yang 
dihaluskan. Menurut Pharmatologic Principles of Medical Practice by John 
C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk 
hal berikut: 
1. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya 
cukup dengan 10 gram. 
2. Menolak penyakit mejan (diare). 
3. Batuk kering yang tidak mempan codeine. 
4. Dipakai sebelum diadakan pembedahan. 
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5. Dipakai di dalam pembedahan yang banyak mengeluarkan 
darah, karena tekanan darah berkurang. 
6. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi 
kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak 
lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).23 
Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu 
menimbulkan ketagihan phisikis bagi si pemakai. Dari penemuan para 
ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium/candu 
menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin. 
3. Heroin  
Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah 
dijelaskan di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codein, 
morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini 
sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, akibanya dapat 
meninggal dunia seketika. 
4. Cocaine 
Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. 
Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu 
dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan 
kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama 
serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah : 
1. Termauk golongan tanaman perdu dan belukar; 
                                                          
23Redaksi Badan Penerbit  Alda Jakarta, Menanggulangi Bahaya Narkotika, Amanah R.I/B.P.Alda, 
hal.33 
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2. Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur; 
3. Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter; 
4. Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-
satu pada cabang atau tangkai; 
5. Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah 
saja apabila sudah dimasak. 
5. Ganja  
Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumout 
bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, 
sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar 
tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja. Ganja di 
Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di 
daerah lain pun dapat tumbuh. 
Ganja terbagi atas dua jenis, yaitu :24 
1. Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat. Yang 
diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali. 
2. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya 
digunakan untuk pembuatan rokok ganja. 
Selain dikenal sebagai beberapa jenis ganja, terdapat pula 
beberapa variasi tentang ganja, yaitu:25 
a. Minyak ganja; 
                                                          
24Universitas lampung. digilib.unila.ac.id/8135/3/bab%20II%20Leo.pdf. diakses pada tanggal 18 
Februari 2016. 
25Ibid.  
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b. Damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang 
diperoleh dengan melalui proses penyulingan; 
c. Budha stick atau thai stick. 
Dari uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya n arkotoika dan zat 
adiktif lainnya atau napza di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
narkotika atau napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok. 
1. Golongan narkotika (Golongan I); seperti opium, morphin, heroin. 
2. Golongan Psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ectacy, shabu-
shabu, hashis. 
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III), yaitu minuman yang 
mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-
lain.26 
3. Tindak Pidana Narkotika 
Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tenang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 
4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan 
pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) 
atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang 
Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).  
Secara filsufis pembentukan undang-undang Narkotika dengan 
mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana 
                                                          
26Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky, 2005, Tindak Pidana Narkotika,  Ghalia Indonesia, 
Hal. 24. 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  menunjukkan 
bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan 
penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian korban yang telah dipidana 
akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis 
bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari 
sanksi pidana pada korban narkotika sebagai self victimizing victims 
adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera 
terhadap individu tersebut. 
Untuk mempermudah pemahaman di atas, pengertian tentang 
Tindak Pidana Narkotika, maka terlebih dahulu akan dijelaskan 
perbedaan istilah hukuman dan pidana. 
Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang 
dijalankan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang 
diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-
undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, 
maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Pengertian ini merupakan makna 
asas legalitas yang dianut dalam Hukum Pidana. 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, berdasarkan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam Buku II dan Buku III 
KUIHP memuat rincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah 
guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum 
pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis. 
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1. Kepentingan hukum perorangan 
2. Kepentingan hukum masyarakat 
3. Kepentingan hukum negara 
Dalam sistematika KUHP telah dijelaskan tentang perbedaan 
antara kejahatan (misdrijven) Pasal 104 s.d. 388 dengan pelanggaran 
(overtrendingen) Pasal 498 s.d. 569. “Kejahatan menunjuk pada suatu 
perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai 
perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan 
undnag-undang. Oleh karenanya disebut dengan Rechtsdelicten. 
Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh 
masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai 
perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh 
karenanya disebut dengan Wetsdelicten. 
Untuk memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan 
pelanggaran, perlu diketahui asas-asas hukum pidana, beberapa asas 
penting adalah sebagai berikut: 
1. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) sifat 
a. Formil 
Dalam tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang adalah perbuatannya. 
b. Material 
Dalam jenis tindak pidana ini diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang adalah akibatnya. 
37 
 
2. Tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur 
a. Objektif 
Unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat. 
b. Subyek 
Unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa 
pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan 
maksud. 
3. Tindak pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk 
a. Pokok, di mana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan. 
b. Gekwalifikasir, disebutkan nama kejahatan nama kejahatan 
disertai dengan unsur pemberatan, misalnya pembunuhan yang 
direncanakan terlebih dahulu. 
c. Geprivilegeerd, hanya dicantumkan nama kejahatan yang disertai 
unsur peringanan. 
Dengan mengetahui masalah-masalah pokok di atas, maka akan 
lebih memperjelas dalam membahas bentuk-bentuk tindak pidana, dalam 
hal ini tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan dan 
pelanggaran. Kecuali itu, bahwa di sisi lain ada juga dikenal cara melihat 
kejahatan antara lain terletak pada: 
a. Cara perumusannya; 
b. Cara melakukan tindak pidana; 
c. Atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan; 
d. Berakhir atau kesinambungan suatu delik; 
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e. Apakah tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari 
petindak atau tidak; 
f. Apakah pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang 
memberatkan atau meringankan; 
g. Bentuk kesalahan petindak; 
h. Apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup negara, 
ketatanegaraan atau pemerintahan negara; 
i. Perbedaan subjek; 
j. Cara penuntutan.27 
Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana pada 
paparan di atas, maka dalam hal ini sejauh mana rumusan 
pengaplikasian undnag-undnag tersebut dapat diimplementasikan, maka 
dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan narkotika 
sebagai berikut. 
1. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai 
menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak 
dapat dikualifisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi, apabila 
dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka 
perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas 
sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika 
berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009. 
                                                          
27Kanter, Y.K.  1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,  Alumni AHM-
PTHM, Jakarta, hal. 236-241 
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2. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara 
lain: 
a. Membuktikan keberadaan dalam melakukan tindakan-tindakan 
berbahaya dan mempunyai risiko. Misalnya ngebut di jalanan, 
berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain; 
b. Menetang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, 
maupun instansi tertentu; 
c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks; 
d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-
pengalaman emosional; 
e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup; 
f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena 
tidak ada kegiatan; 
g. Menghilangkan rasa frustasi dan gelisah; 
h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan; 
i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.28 
Kecuali itu, tetapi dapat juga dipergunakan untuk kepentingan 
ekonomi atau kepentingan pribadi. 
3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu pada 
dasarnya dapat dibedakan. 
a. Pelaku utama; 
b. Pelaku peserta; 
                                                          
28Buku Pedoman 3,  Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976, Hal. 
8-9. 
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c. Pelaku pembantu 
Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong kedalam 
salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk tindak pidana narkotika 
yang umum dikenal antara lain berikut ini. 
a. Penyalahgunaan/melebihi dosis; 
Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diuraikan di 
atas 
b. Pengedaran narkotika; 
Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, 
baik nasional maupun internasional 
c. Jual beli narkotika; 
Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari 
keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan. 
4. Rehabilitasi  
 
1. Definisi Rehabilitasi 
Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama 
baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai 
perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu 
(misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia 
yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. 
Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang 
yang memilki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Pusat 
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Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si 
pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk 
beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan 
perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk di pusat 
Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan 
positif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, psikologi memainkan 
peranan yang sangat besar dalam program Rehabilitasi, dan hal ini juga 
sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan 
yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang.  
Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. 
Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang 
tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi 
tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan disability 
pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan 
secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, 
vocational serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Diperlukan 
koordinasi dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang 
berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan team work 
menuju kearah tujuan akhir. Rehabilitasi dipergunakan secara luas, 
mencakup rehabilitasi yang diartikan sebagai suatu usaha untuk 
membantu nereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa 
kanak-kanak.  
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2. Jenis-jenis Rehabilitasi 
a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation )  
Rehabilitasi medis adalah lapangan specialisasi ilmu kedokteran 
yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh 
(comprehensive management) dari pasien yang mengalami gangguan 
fungsi/cedera (impairment), (musculos keletal), susunan otot syaraf 
(system), serta ganggungan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai 
kecacatan tersebut.  
b. Rehabilitasi karya (Vocational Rehabilitation)  
Istilah rehabilitasi vokasional berarti bagian dari suatu proses 
rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang 
menyangkut pengadaan pelayanan-pelayanan di bidang jabatan seperti 
bimbingan jabatan (vocational guidance), latihan kerja (vocational 
training), penempatan yang selektif (selective placement), adalah 
diadakan guna memungkinkan para penderita cacat memperoleh 
kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.  
Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi:  
a. Kegiatan evaluasi; 
b. Bimbingan vokasional; 
c. Latihan kerja; 
d. Penempatan kerja dan follow-up; 
Peserta program rehabilitasi vokasional adalah Individu 
penyandang cacat fisik atau mental, yang mengakibatkan individu 
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terhambat untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya dugaan yang logis, 
masuk akal, bahwa pelayanan rehabilitasi vokasional akan bermanfaat 
bagi individu untuk dapat mencari pekerjaan.  
c. Rehabilitasi Sosial (Sosial Rehabilitation)  
Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi 
penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-
tidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif 
yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam 
kehidupan di masyarakat.  
 
3. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi 
Tujuan rehabilitasi adalah:  
1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta 
tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun 
masyarakat atau lingkungan sosialnya. 
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan  fungsi 
sosialnya secara wajar.  
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial 
secara menyeluruh.  
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan 
sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat 
dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.  
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Adapun sasaran rehabilitasi adalah:  
1. Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, 
kesulitan dan tingkah lakunya.  
2. Membentuk sosok self identity yang lebih baik pada individu.  
3. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.  
4. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah 
laku yang tidak diinginkan.  
5. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun 
kemampuan lainnya.  
6. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya 
sendiri dan dunia lingkungannya.  
7. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan 
bermakna atau berguna.  
Apabila seorang pecandu ingin pulih dari ketergantungan terhadap 
Narkoba, maka ia akan melalui beberapa tahapan rehabilitasi, tahapan-
tahapan rehabilitasi itu adalah tahap prarehabilitasi, tahap pelaksanaan 
rehabilitasi dan tahap pembinaan hasil rehabilitasi. Untuk penjelasannya 
mengenai tahap rehabilitasi tersebut sebagai beriku: 
a. Tahap prarehabilitasi  
1. Bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga dan masyarakat  
2. Motivasi kepada klien agar dapat ikut serta dalam menyusun 
program rehabilitasi,  
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3. Meyakinkan pada klien; rehabilitasi akan berhasil kalau terdapat 
kerja sama tim ahli dan pasien.   
4. Pemeriksaan terhadap diri klien. 
b. Tahap pelaksanaan rehabilitasi,  
1. Klien sudah menjalankan program rehabilitasi.  
2. Klien mendapatkan pelayanan rehabilitasi yaitu rehabilitasi: medis, 
rehabilitasi, vokasional, dan rehabilitasi sosial.  
3. Pelaksanaan ketiga jenis rehabilitasi ini berlangsung serempak 
dalam suatu periode.  
4. Pelaksanaan rehabilitasi.  
c. Tahap pembinaan hasil rehabilitasi.  
1. Diberikan kepada klien yang sudah menjalankan program 
rehabilitasii dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali ke 
masyarakat.  
2. Untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan 
dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapat 
menyesuaikan diri di masyarakat, dan apakah masyarakat mau 
menerima kehadirannya.  
3. Pada tahap ini biasanya dijadikan dua bentuk kegiatan; (1) kegiatan 
pra-penyaluran, (2) kegiatan penyaluran dan pembinaan.  
  Dengan terus-menerus dilakukan bimbingan diharapkan klien 
dapat menjadi warga yang produktif, dapat berwirasembada. 
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D. Teori-Teori Hukum 
  Teori Hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam 
perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara 
tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritikalnya 
maupun dalam pengolahan praktikalnya dengan tujuan untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih 
jernih tentang bahan-bahan hukum tersaji. 
1. Teori Hukum Progresif 
Secara singkat, Teori Hukum Progresif yang dicetuskan Satjipto 
Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan 
bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, 
melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”29 
Satjipto Raharjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu 
kembali pada filsufis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan 
filsufis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. 
Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, 
hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan 
manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi 
pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif 
menganut “ideologi” yaini Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang 
Pro-rakyat. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. 
Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada 
                                                          
29Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat,  Angkasa, Semarang,  Hal .15. 
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peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan 
hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif 
dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif 
terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan 
peraturan (changing the law). Peraturan buruk tidak harus menjadi 
penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan 
keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat 
melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. 
Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa 
pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam kepentingan-
kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.  
Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung 
ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat 
institusi, karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” sesudah 
keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan 
yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu, konsep hukum progresif, 
hukum tidak mengabdi bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang 
berada di luar dirinya. 
Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe 
penegakan hukum progresif : 
1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. 
Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang 
memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. 
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2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, 
intelektual dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.30 
2. Teori Tentang Kaidah Hukum  
Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia 
dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan di antara sekian 
macam kaidah, maka yang merupakan salah satu kaidah yang penting 
adalah kaidah hukum di samping kaidah agama, kaidah kesusilaan dan 
kaidah kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai 
pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, 
walaupun kadang-kadang warga masyarakat yang diaturnya tidak tahu 
atau tidak menyadarinya. Biasanya seorang warga masyarakat baru 
menyadari akan adanya kaidah-kaidah hukum serta pola-polanya yang 
mengatur kehidupannya, apabila dia melakukan suatu pelanggaran. 
Namun, sebetulnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut 
mengatur hampir seluruh kehidupan warga-warga masyarakat. Hak milik 
seseorang atas sebidang tanah, hubungan antara ayah-ibu dengan anak-
anaknya, hubungan seseorang dengan kepala kantor di mana dia 
bekerja, hubungan antara seorang penjual dengan seorang pembeli, 
hubungan antara supir taksi dan penumpangnya, diatur oleh suatu sistem 
hukum. Pendeknya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul 
sebagai akibat hubungan antara warga-warga masyarakat, untuk 
sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum baik yang tersusun 
                                                          
30Ibid. Hal.  17. 
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secara sistematis dan dibukukan, maupun oleh kaidah-kaidah hukum 
yang tersebar, dan juga oleh pola-pola perikelakuan yang dikualifisir 
sebagai hukum.31 
3. Pengertian Hukum Menurut Pandangan Achmad Ali 
  Hukum sebagai kenyataan sekalipun tidak mengabaikan esiktensi 
hukum sebagai kaidah, karena hukum sebagai kenyataan tetap 
bersumber pada hukum yang berwujud kaidah. Hanya saja, yang penulis 
maksudkan sebagai kaidah hukum bukan sekedar kaidah yang termuat 
dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial yang diakui 
berlakunya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat tersebut.  
  Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. 
Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari 
sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam 
masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga  
masyarakat (sebagaai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika 
kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas 
tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.32 
  
                                                          
31Soerjono Soekantto,  1999,  Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta, 
Hal. 2. 
32Achmad Ali, op cit, hal. .30. 
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E. Teori Tujuan Pemidanaan  
Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan 
penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan 
penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) 
dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) 
dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. 
Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan 
pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara 
dalam realitasnya sebagai roh.  
Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum 
pidana sepakat  bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan 
pemidanaan (subjectief strafrech). Hal ini dapat terlihat jelas pada 
pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak 
mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si 
penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh 
dibenci.33 Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, 
dimana  para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan 
hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan. 
Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai 
bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, 
dikarenakan penegakan hukum agama menganggap negara adalah 
                                                          
33 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 
Bandung, Hal. 23. 
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perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini 
cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem 
pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama 
tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham 
sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-
hari semakin banyak dipraktikkan pada banyak Negara pada sistem 
ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal 
ini tampak jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum 
agama secara mutlak dalam hukum nasional Indonesia (faktor 
kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainya.  
Jadi, dapatlah berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan 
hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu 
susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan 
kemasyarakatan.34 
Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada 
prinsipnya  tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan 
yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi 
dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu 
teori pemidanaan lainnya. Adapun teori-teori pemidanaan  yang dijadikan 
alasan pembenar penjatuhan pidana: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), 
b. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien), 
                                                          
34 Soetiksno, 2008,  Filsafat Hukum Bagian I, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 67. 
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c. Teori gabungan (verenigingstheorien). 
Selanjutnya penulis akan memaparkan substansi dari setiap teori 
tersebut. 
1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien). 
Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan 
dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, 
setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana — tidak boleh tidak — tanpa 
tawar-menawar.  Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 
kejahatan.35 Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk 
pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. 
Ada banyak filsuf dan dan ahli hukum pidana yang menganut teori 
ini, di antaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Rousseau. 
Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang 
disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila 
dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi 
imbalan sehingga hukuman merupakan dialectische vergelding.36 Hal ini 
memperlihatkan bahwa pembalasan (vergelding) dapat diuraikan dengan 
nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat. 
Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk 
pembalasan yang diberikan oleh negara  yang bertujuan menderitakan 
penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan 
pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan 
                                                          
35 Prodjodikoro,Loc.Cit. 
36 Laden Marpaung, 2006, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 25. 
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jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah 
dilakukan.37 
2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien). 
Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi  
terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu 
bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada 
pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang 
juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan 
hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan 
manfaat dari suatu penghukuman (nut van destraf).  
Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan 
tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. 
Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau 
mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi 
umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan 
delik.38 
Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat 
pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan 
memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah 
membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.39 Selain dengan 
pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (general preventie) juga 
                                                          
37 Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia,Liberty, Yogyakarta, Hal. 47. 
38 Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 34. 
39 Djoko Prakoso, Loc. Cit. 
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dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman 
(eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara 
yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang 
serupa yang dilakukan oleh si penjahat. 
Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan 
pemidanaan sebagaimana yang terurai dalan prevensi umum menuai 
kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis 
perlihatkan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan : 
“Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. 
Terkadang karena mereka mengalasakit jiwa ayau “feebleminded” 
— atau berbuat dibawah tekanan  emosi yang berat. Terkadang 
ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. 
Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaaannya dikala 
proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini 
memperlihatkan bahwa sesunggyhnya hanya sedikit yang 
mempertimbangkan undang-undang penghukuman.”40 
 
Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada 
pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang 
dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi 
khusus dari suatu pidana ialah:  
1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya 
mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak 
melakukan niat buruknya. 
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana. 
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 
mungkin diperbaiki. 
4. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahnkan tertib 
hukum.41 
 
                                                          
40 Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), The Control of Crime Hukuman dalam 
Perkembangan Hukum Pidana, Tarsito, Bandung, 1974, Hal. 62. 
41 Andi Hamzah, Op.cit., Hal. 36. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, 
negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan 
penegakan hukum dengan cara cara prenventif guna menegakkan tertib 
hukum dalam masyarakat. 
3. Teori gabungan (verenigingstheorien) 
Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori 
absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan 
pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan 
maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan 
antara satu dengan yang lainnya. 
Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan 
kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan 
menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur 
pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan 
pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan 
seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. 
Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang 
hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu 
dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan 
tugas.42 Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan 
apa yang disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai 
keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan 
                                                          
42 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit., hlm. 29. 
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berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat 
dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan 
hati yang terlahir dalam sebuah nurani. 
F. Teori Penegakan Hukum 
Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana 
unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat. Seperti yang 
digambarkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa: 
“Structure and substance here are durable features slowly carved 
out of the landscape by long run sosial forces. They modify current 
demands and are themselves te long term residue of other sosial 
demands. Legal culture may also affect the rate of use, that is, 
attitudes toward whether it is right or wrong, useful or useless, to 
go to court will also enter into a decision to seek formal divorce. 
Some people will also be ignorant of their rights or fearful of using 
them. Values in the general culture will also powerfully affect the 
rate of use: what relatives or neighbors will think about the divorce; 
the effec on the children and the childen’s friends; religion and 
moral scruples”.43 
 
Jadi, nilai-nilai dalam kultur umum, sangat berpengaruh kuat 
terhadap tingkat penggunaan aturan hukum. Oleh karena itu, kultur 
hukum sangat menentukan apakah suatu aturan hukum itu efektif atau 
tidak di dalam realitasnya. 
Penegakan hukum dalam struktur negara modern, dijalankan oleh 
komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif 
tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum. Sejak 
negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam 
masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif. Eksekutif 
                                                          
43Lawrence M. Friedman, 1998, American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah 
Pengantar), disadur oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta. Hal. 7-8.  
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dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk 
mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. 
Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai welfare state.44 
Pengadilan dalam menegakkan hukum yang telah dibuat dan 
disediakan oleh pembentuk undang-undang, berbeda dengan komponen 
eksekutif, yaitu komponen eksekutif menjalankan penegakan hukum itu 
dengan aktif, sedangkan peradilan dapat disebut pasif, karena harus 
menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. 
Para pencari keadilan itu datang membawa persoalan mereka untuk 
diselesaikan melalui proses peradilan.45 
Undang-undang yang telah dibuat dan disediakan oleh pembentuk 
undang-undang itu, tidak selamanya dapat diterapkan begitu saja pada 
peristiwanya, tetapi ketentuan perundang-undangan itu harus diberi arti, 
dijelaskan atau ditafsirkan sesuai dengan peristiwannya, kemudian baru 
dapat diterapkan pada peristiwanya. Penerapan  atau penegakan 
undang-undang yang bersifat abstrak dan umum seperti ini lazimnya 
dilakukan melalui peradilan. 
Pemberian arti, penjelasan atau penafsiran terhadap ketentuan 
undang-undang itu sangat logis. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Sudikno Mertokusumo bahwa, kalaupun undang-undang itu jelas, 
undang-undang itu tidak sempurna tidak mungkin undang-undang itu 
                                                          
44Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum,  Edisi revisi (terbaru) Citra Aditya Bhakti, 
Bandung. Hal. 181. 
45Ibid., Hal. 182. 
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lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala 
kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, karena kegiatan manusia itu 
tidak terbilang banyaknya. Kecuali itu undang-undang adalah hasil karya 
manusia yang sangat  terbatas kemampuannya. Ada kalanya 
undang-undang itu tidak lengkap dan tidak jelas. Meskipun demikian, 
undang-undang itu harus ditegakkan.46 
Sejalan dengan pernyataan di atas, Ismail Saleh  menyatakan, 
bahwa: 
"Menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat 
atau pasal "mati" dalam peraturan perundang-undangan sebagai 
hukum positif. Hukum positif mempunyai kekurangan-kekurangan 
atau kekosongan-kekosongan, karena sifat hukum positif memang 
tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan 
masyarakat, bahkan dalam beberapa hal ketinggalan dengan 
masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Kekosongan 
hukum tersebut dapat diisi oleh hakim, sehingga hakim pun dalam 
hal ini menjadi pembuat hukum”.47 
 
Selanjutnya A. Pitlo memberikan suatu perumpamaan, sebagai 
berikut: 
“Naskah undang-undang sebagai pertitur sebuah lagu. Undang-
undang merupakan huruf mati. Lagu itu akan hidup apabila ia 
dimainkan. Lagu itu akan semakin baik terdengarnya, apabila 
dimainkan oleh seorang pemusik ulung. Sang pemusik memberi isi 
dan jiwa pada lagu tersebut”.48 
 
                                                          
46Sudikno Mertokusumo, 1993a, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Adtya 
bekerja sama dengan Konsorsium Ilmu-ilmu Hukum, Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan dan The Asia Fondation, Bandung. Hal. 12. 
47Baharuddin Lopa, 1987, Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia, 
Bulan Bintang, Jakarta. Hal. 20. 
48Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung. 
Hal. 447. 
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Perumpamaan di atas, menekankan bahwa hakim sebagai 
penegak hukum melalui peradilan, harus berperan sebagai penafsir yang 
baik terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan huruf 
mati, dengan memberi isi dan jiwa sesuai dengan rasa keadilan warga 
masyarakat. 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui 
peradilan, pada umumnya melihat kepada penegakan perundang-
undangan, terutama bagi hakim dan praktisi hukum lainnya. Hal ini logis 
karena peradilan di Indonesia menganut sistem hukum kodifikasi. 
Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang. Hakim harus 
melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat 
menangguhkan penegakan atau pelaksanaan undang-undang yang telah 
dilanggar. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UU No. 14 Tahun 
1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 (telah disempurnakan oleh UU No. 35 
Tahun 1999), bahwa hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak 
menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap 
atau tidak jelas, melainkan wajib memeriksanya. Ia dilarang menolak 
menjatuhkan putusan dengan tidak sempurnanya undang-undang atau 
tidak ada hukumnya. 
Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum materiil, jika terdapat 
pelanggaran atau dalam hal adanya tuntutan hak, maka diperlukan 
adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain dari hukum materiil 
tersebut. Peraturan hukum inilah yang disebut dengan hukum formil atau 
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hukum acara. Menurut Wirjono Prodjidikoro, hukum acara merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang 
harus bertindak  terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana 
pengadilan itu bertindak satu sama lain untuk melaksanakan 
perjalanannya peraturan-peraturan hukum materiil.49 
Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam 
adanya tuntutan konkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum, baik hukum 
pidana maupun dalam hukum perdata.50 Penegakan hukum melalui 
peradilan, dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam 
masyarakat, dalam hal ini setiap orang dapat memulihkan kembali haknya 
yang telah dirugikan atau terganggu dengan perantaraan hakim dan akan 
berusaha menghindarkan diri dari perbuatan main hakim sendiri 
(eigenrichting). 
Sehubungan dengan pencegahan tindakan menghakimi sendiri 
(eigenrichting), dalam hukum acara perdata tidak dijumpai ketentuan 
yang secara tegas melarang tindakan tersebut, tetapi dalam praktik 
peradilan, larangan mengenai tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting) 
dapat dijumpai pada Putusan MA tanggal 10 Desember 1973 Nomor 366 
K/Sip/1973.51 
Hakim di dalam menerima dan mengadili tuntutan hak, yaitu 
memberikan kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya, ia 
                                                          
49Wirjono Prodjidikor, 1992, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung. Hal. 
13.  
50Sudikno Mertokusumo, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta. Hal 3. 
51Chidir Ali, 1985, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Armico, Bandung. Hal 
49. 
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melaksanakan hukum. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 
1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan, bahwa hakim dalam 
melaksanakan hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa hakim dalam 
melaksanakan tugasnya tidak sekadar hanya menerapkan hukum saja, 
tetapi juga harus menemukan dan menciptakan hukum. Karena itu 
putusan hakim juga adalah hukum, yaitu judge made law. Dengan 
demikian peradilan merupakan unsur penting dalam pembentukan 
hukum.  
Di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo 
UU No. 4 Tahun 2004 dinyatakan, bahwa dalam masyarakat yang masih 
mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan 
penelitian, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum 
yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukun dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat.52 
Penegakan hukum melalui peradilan tidak selamanya menerapkan 
ketentuan perundang-undangan, tetapi peradilan juga dapat menciptakan 
hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo: 
                                                          
52Riduan Syahrani, 1991, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, 
Bandung. Hal 190. 
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“Mengingat hakim adalah pembentuk hukum, di samping 
pembentuk undang-undang, dan mengingat pula akan kebebasan 
hakim, maka selama pembentuk undang-undang impoten dalam 
menciptakan atau membentuk peraturan masyarakat, maka kita 
dapat mengharapkan kreativitas dari hakim untuk atau 
menciptakan hukum yang sesuai dengan perkembangan 
masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus diberi kebebasan yang 
lebih besar. Untuk itu cukuplah kiranya pembentuk undang-undang 
menciptakan atau membentuk undang-undang yang bersifat 
umum, agar hakim tidak akan kaku menghadapinya dan akan lebih 
bebas untuk menafsirkannya”.53 
 
Selain dengan pernyataan di atas, Lie Oen Hock dalam pidato 
pengukuhannya sebagai guru  besar pada Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia menegaskan, bahwa : 
“Hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan peradilan, 
turut serta menciptakan hukum. Ini berarti di samping hukum yang 
terdapat dalam undang-undang, terdapat pula hukum hakim 
(rechtersrecht), yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi 
(Juriprudentierecht)”.54 
 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui 
peradilan, di suatu pihak menerapkan atau melaksanakan peraturan 
perundang-undangan, dan di pihak lain melakukan diskresi dalam 
keadaan tertentu dengan menciptakan hukum melalui putusannya. 
Putusan pengadilan senantiasa harus sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, juga tampak dalam pandangan B. Cardozo bahwa : 
“Hukum dan ketaatan pada hukum adalah kenyataan-kenyataan 
yang setiap saat berlaku senyatanya secara empiris. Kita harus 
mencari suatu konsepsi  yang dapat dibenarkan oleh kenyataan”.55 
 
                                                          
53Sudikno Mertokusumo, 1984, Op. Cit., Hal 7-8. 
54Setiawan, 1992, Op.Cit.,Hal. 445. 
55Achmad Ali, 1990, Mengembara di Belantara Hukum, Lembaga Penerbitan Universitas 
Hasanuddin, Ujung Pandang (Makassar). Hal. 186. 
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Benjamin Cardozo menginginkan pengadilan senantiasa melihat 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Cardozo cenderung 
melihat kedinamisan putusan hakim dalam mengikuti perkembangan 
warga masyarakat, seperti yang dikatakannya, bahwa “tak ada yang 
statis, tak ada yang mutlak, semua mengalir dan berubah-ubah, semua 
menjadi sesuatu yang tidak diam”. 
Pandangan B. Cardozo di atas, menarik untuk dijadikan sebagai 
bahan perbandingan dalam penegakan hukum melalui peradilan di 
Indonesia, karena meskipun B. Cardozo adalah salah seorang hakim 
agung yang hidup di dalam dunia hukum yang menganut asas “the 
binding force of precedent” (putusan hakim terdahulu mengikat hakim 
putusan hakim berikutnya untuk perkara yang sejenis), tetapi tampaknya 
B. Cardozo ingin lebih bebas dari ikatan precedent itu. 
Kewajiban hakim untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat, tidak tertutup kemungkinan suatu 
putusan hakim bertentangan dengan putusan hakim terdahulu dalam 
suatu perkara yang sejenis, jika putusan hakim terdahulu itu menurut 
keyakinannya bahwa sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal yang demikian tidak 
mustahil pula suatu putusan hakim dapat menyingkirkan ketentuan 
undang-undang, jika dirasakan tidak sesuai dengan keadaan atau 
perkembangan masyarakat. 
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Dalam praktik MA pernah melaksanakan terobosan dengan 
menyingkirkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan masyarakat, melalui putusannya tanggal 16 Desember 
1986 Nomor 220 PK/Prdt./1986 yang menyatakan, bahwa berpegang 
teguh kepada perumusan undang-undang secara formal belaka, akan 
menimbulkan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.56  
Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa yang baik adalah 
hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam 
masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan 
dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.57 Dalam praktik MA telah 
melakukan usaha untuk menyesuaikan putusan-putusannya dengan 
hukum yang hidup (hukum adat) dalam masyarakat, di antaranya terlihat 
dalam putusan tanggal 5 Juli 1983 No. 4 K/Sip/1983, yang menyatakan, 
bahwa berdasarkan hukum adat istiadat Jawa Tengah, pemberian 
warisan kepada anak (ahli waris).  
Hukum sebagai pedoman untuk bertindak atau bertingkah laku 
dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai pedoman untuk 
dibaca, tetapi harus ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan. Menurut 
Soerjono Soekantopenegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia 
kecenderungannya demikian, sehingga pengertian law enforcement 
                                                          
56 Majalah Forum Keadilan, Nomor 03 Tahun 1989, hal. 80. 
57Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam 
Pembangunan Nasional. Bina Cipta, Bandung. Hal. 8. 
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begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk 
mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-
keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut, mempunyai 
kelemahan, apabila pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau 
keputusan-keputusan hakim itu, malahan menggangu kedamaian di 
dalam pergaulan hidup.58 
Penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses untuk 
mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. 
Ide-ide atau keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah tujuan 
hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  
Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan 
atau penegakan hukum mengharapkan keadilan diperhatikan, artinya 
dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak 
identik dengan keadilan, tetapi hukum bersifat umum, mengikat setiap 
orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, 
artinya setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-
bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, 
individualistis dan tidak menyamaratakan, misalnya adil bagi Si Suto 
belum tentu adil bagi  Si Noyo.59 
Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat  dalam 
pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, 
                                                          
58Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, 
Rajawali, Jakarta. Hal. 5.  
59Sudikno Mertokusuko, 1993b, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 
Hal. 2. 
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maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi 
manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam hal ini yang harus 
mendapat perhatian adalah jangan sampai hukumnya dilaksanakan atau 
ditegakkan justru timbul keresahan di dalam masyarakat.60 
Kepastian hukum merupakan perlindungan para pencari keadilan 
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan 
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 
adanya kepastian hukum maka  masyarakat akan lebih tertib. Hukum 
menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban 
dalam masyarakat, sehingga yang diinginkan oleh kepastian hukum 
adalah hukum harus dilaksanakan sebagaimanapun hukumnya, dan tidak 
boleh menyimpang, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan 
(fiat justitia et pereat mundus).61 
Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam 
penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. 
Kalau dalam penegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum 
saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang 
diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan 
dikorbankan dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, ketiga unsur 
tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Akan 
                                                          
60Ibid. 
61Ibid. 
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tetapi, dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara 
proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.62 
Unsur mengkompromikan ketiga unsur hukum di atas, Sudikno 
Mertokusumo memberikan suatu gambaran mengenai penegakannya 
dalam praktik dengan salah satu contoh kasus, sebagai berikut : 
“Seorang pemilik rumah menggugat penyewa rumah ke pengadilan, 
karena setelah waktu sewa satu Tahun telah lewat, penyewa tidak 
mau mengosongkan rumah yang disewanya. Ditinjau dari kepastian 
hukum penyewa harus mengosongkan rumah, karena waktu 
sewanya sudah lewat. Apakah itu dirasakan adil jika penyewa 
belum ada di rumah lain untuk menumpangnya? Hakim dapat 
memutuskan : memberikan kelonggaran, misalnya enam bulan 
kepada penyewa untuk mengosongkannya. Ini merupakan 
kompromi antara keadilan dan kepastian hukum, tetapi 
kemanfaatannya akan terasa juga bagi si penyewa yang harus 
mengosongkan rumah”.63 
 
Untuk mengompromikan ketiga unsur yang menjadi tujuan hukum 
itu, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah seperti yang disebutkan di 
atas. Hal ini sangat logis, karena dalam pelaksanaan atau penegakan 
hukum oleh tiap-tiap komponen yang terlibat di dalamnya dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya interaksi dari masing-
masing komponen tersebut saling mempengaruhi, terutama jika salah 
satu komponen kurang mempunyai kesiapan yang memadai, maka 
tercipta suatu interaksi yang tidak seimbang. Penegakan hukum dapat 
dilaksanakan dengan baik, jika seluruh komponen tersebut mempunyai 
kesiapan yang memadai, maka akan berpengaruh terhadap komponen 
yang lain. 
                                                          
62Ibid. 
63Ibid., Hal. 3.  
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  Komponen yang terlibat atau yang berpengaruh dalam penegakan 
atau pelaksanaan hukum sebagaimana telah disebutkan pada bab 
sebelumnya, yaitu penegak hukum itu sendiri, peraturan yang ada, para 
anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lain. jadi, dalam 
menegakkan hukum tidak hanya tugas hakim, jaksa, polisi dan pengacara 
saja, tetapi tugas seluruh warga masyarakat.  
Terlepas dari seluruh komponen di atas, maka kunci pokok dari 
penegakan hukum adalah tergantung pada faktor manusia dan 
lingkungan sosialnya. Meskipun seluruh komponen lain yang terlibat di 
dalam penegakan hukum telah siap, tetapi manusia yang akan 
menjalankannya tidak siap, maka penegakan hukum yang baik tidak akan 
terwujud. Sangat menarik sebuah pemeo yang menyatakan bahwa 
peraturan yang buruk tetapi pelaksanaannya yang baik, lebih baik 
dibanding peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang buruk, tetapi 
lebih baik lagi jika peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang baik 
pula. 
Faktor manusia merupakan kunci pokok dalam penegakan hukum, 
karena pembahasan mengenai masalah penegakan hukum yang hanya 
berpegangan pada suatu keharusan sebagaimana tercantum dalam 
ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, tanpa 
menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, maka kita 
hanya memperoleh suatu gambaran yang hampa. Pembahasan ini baru 
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berisi jika dikaitkan dengan faktor manusianya yang menjalankan hukum 
secara konkrit. 
Van Doorn menyatakan bahwa pembicaraan mengenai penegakan 
hukum ini, perhatian harus tertuju secara seksama terhadap peranan dari 
faktor manusianya, karena hanya melalui manusia itulah penegakan 
hukum dijalankan. Van Doorn memberikan suatu deskripsi tentang 
kecenderungan manusia berinteraksi dalam suatu kelompok atau 
organisasi, yaitu manusia cenderung untuk memberikan penafsiran 
sendiri mengenai fungsinya dalam suatu organisasi berdasarkan 
kepribadiannya, asal usul sosial, tingkat pendidikannya, kepentingan 
ekonominya, keyakinan politik dan pandangan hidupnya. Selain yang 
disebutkan oleh Van Doorn itu, masih ada faktor-faktor yang sangat 
berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu faktor lingkungan sosial dari 
proses penegakan hukum. Masalah lingkungan ini dapat dikaitkan 
dengan manusianya secara pribadi maupun sebagai penegak hukum 
dalam suatu lembaga.64 
Faktor-faktor yang mempengaruhi manusia di atas, dapat diperoleh 
suatu gambaran bahwa penegakan atau pelaksanaan ketentuan hukum 
oleh seorang penegak hukum, cenderung menjalankan fungsinya 
menurut pemahaman atau penafsirannya terhadap ketentuan itu, dengan 
di latar belakangi oleh berbagai faktor yang telah dikemukakan di atas. 
                                                          
64Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar 
Baru, Bandung.Hal. 26 
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Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum di atas, harus dipahami bahwa bagaimanapun penegak hukum 
adalah manusia biasa dan bukan dewa, sehingga dalam mengambil 
suatu kebijaksanaan atau dalam memberikan suatu keputusan tidak 
menutup kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadinya. Hal ini 
sejalan dengan pandangan Emile Durkheim yang menyatakan, bahwa 
"Colective life is not born from individual life but is not the contrary, the 
second is born of the first”.65 
Demikian pula pandangan Daniel S. Lev yang menyatakan, bahwa 
apabila kelakuan para pejabat hukum seperti hakim, Jaksa, polisi dan 
advokat berubah, maka hal itu berarti hukum juga sudah berubah, 
walaupun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya masih tetap 
saja seperti dahulu. Hukum yang dimaksudkan Daniel S. Lev dalam hal 
ini, adalah bukanlah undang-undang dan peraturan-peraturan hukum 
yang dianggapnya sebagai pengertian yang amat sempit, tetapi yang 
merupakan hukum adalah praktik sehari-hari oleh para pejabat hukum 
itu.66 
Terlepas dari pandangan Daniel S. Lev mengenai faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum, sangat menarik untuk dianalisis 
pandangannya tentang hukum, yang menganggap bahwa hukum 
hanyalah praktik sehari-hari para pejabat hukum. Pandangan Daniel S. 
Lev mengenai hukum ini akan menyingkirkan salah satu unsur hukum 
                                                          
65Achmad Ali, 1991, Teori Hukum. HasanuddinUniversity Press, Makassar. Hal. 89. 
66Satjipto Rahardio, 1983, Op.Cit. Hal. 59-60. 
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yaitu kepastian hukum. Jika kita menganut pandangan ini, maka tidak 
akan ada lagi kepastian hukum. Undang-undang sudah terabaikan sama 
sekali. Hukum bukan semata-mata yang dipraktikkan sehari-hari oleh 
para pejabat hukum, tetapi juga undang-undang dan peraturan-peraturan 
hukum lainnya. Dalam pelaksanaannya harus ada kesesuaian antara 
hukum tertulis di satu pihak dengan praktik hukum di lain pihak. Para 
pejabat hukum terutama hakim memang dapat melakukan penemuan 
hukum, tetapi hakim tetap berpedoman pada, peraturan perundang-
undangan, apalagi di negara yang menganut sistem kodifikasi seperti 
Indonesia. 
Untuk mewujudkan ide-ide atau unsur-unsur hukum yang bersifat 
abstrak tersebut, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup, kompleks. 
Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, 
masyarakat menerima perwujudan dari tujuan hukum tersebut. 
Organisasi-organisasi itu dapat menjalankan tugasnya untuk mewujudkan 
ide-ide atau tujuan hukum tersebut, jika mempunyai tingkat otonomi atau 
kebebasan tertentu. Otonomi itu dibutuhkan untuk dapat mengelola 
sumberdaya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
Sumber daya itu berupa : 
1.   Sumber daya manusia, seperti hakim, jaksa, polisi, panitera. 
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.. 
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan 
sumber-sumber lain. 
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4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan 
organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.67 
Sebaliknya jika suatu organisasi tidak diberikan suatu otonomi 
dalam mengelola sumberdayadi atas, maka sumberdaya itu sendiri yang 
akan menjadi faktor penghambat bagi suatu organisasi dalam berusaha 
menegakkan atau mewujudkan ketiga ide atau unsur tujuan hukum itu. 
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang 
sangat mempengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut saling 
berkaitan erat, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum, dan 
merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor 
tersebut, adalah: 
1. Faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang. 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan. hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan. rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.68 
Ditinjau dari faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang 
mempunyai peranan yang cukup besar dalam hubungannya dengan 
pelaksanaannya yang dilakukan oleh para penegak hukum. Nada yang 
                                                          
67Ibid., Hal 18. 
68Soerjono Soekanto, 1986, Op.Cit. Hal 5-6. 
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mungkin agak ekstrim dapat dikatakan, bahwa keberhasilan atau 
kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya 
sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan 
itu dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang akan sulit 
sekali dilaksanakan, dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya 
badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak 
hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.69 
Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum yang 
berasal dari hukumnya sendiri, terutama undang-undang disebabkan, 
karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum 
adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 
menerapkan undang-undang, dan  ketidakjelasan arti kata-kata  di dalam 
undang-undang  yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam 
penafsiran dan penerapannya. 
Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum yang 
berasal dari penegakan hukum, dapat berasal dari dirinya sendiri atau 
lingkungannya, seperti : 
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 
pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.   
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. 
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. 
                                                          
69Satjipto Rahardjo, 1983, Op.Cit. Hal 25. 
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4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil. 
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme.70 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim sebagai penegak 
hukum dalam menjatuhkan putusan itu tidak sedikit. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa kita dapat melihat beberapa faktor 
yang turut mempengaruhi putusan seorang hakim, yaitu latar belakang 
sosial dari mana hakim itu berasal, latar belakang pendidikannya, etnis, 
keadaan lingkungannya di saat menjatuhkan putusan tersebut.71 
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum di 
atas, dapat terjadi karena peraturan tersebut mengharuskan sesuatu 
untuk dilakukan tidak didukung oleh sarana yang mencukupi atau 
memadai. Misalnya penyelesaian berita acara sidang serta putusan yang 
tidak lancar menyebabkan banyaknya tunggakan perkara pada 
pengadilan, karena kurang tersedianya mesin tulis, hal ini merupakan 
salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan asas peradilan cepat.72 
Kemudian faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan, dapat menyebabkan kegagalan 
penegakan hukum. Misalnya, pembuat undang-undang mengeluarkan 
peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, seperti 
                                                          
70Soerjono Soekanto, 1986, Op.Cit. Hal. 24-25. 
71Achmad Ali, 1988, Menguak Tabir Hukum, Edisi Pertama, Pustaka Prima Jakarta. Hal. 
175.  
72Sudikno Mertokusumo, 1984, Op.Cit. Hal. 38. 
75 
 
untuk menggunakan jenis pupuk tertentu pada tanamannya. Ternyata 
perintah tersebut dalam kenyataan mendapat perlawanan keras dari 
rakyat, maka dalam situasi yang demikian, yang akan dilakukan oleh 
penegak hukum tergantung dari reaksi yang diberikannya terhadap 
perlawanan tersebut saat itu.  
Berhadapan dengan kondisi seperti itu terdapat dua kemungkinan, 
yaitu penegak hukum tetap bertekad untuk menjalankan perintah atau 
keinginan yang terkandung dalam peraturan itu, dengan menggunakan 
kekuatan yang memaksa. Sebaliknya penegak hukum akan menyerah 
pada perlawanan rakyat, dengan mengendorkan penerapan dari 
peraturan itu.73 
Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum yang 
berasal dari kebudayaan atau nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, 
Jika peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan atau 
ditegakkan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat 
berlaku secara efektif. 
Selanjutnya juga merupakan salah satu indikator yang dapat 
mempengaruhi penegakan hukum sehingga tidak efektif adalah tidak ada 
suatu lembaga pengawasan atau kontrol terhadap pranata peradilan di 
dalam menjalankan proses penegakan hukum yang bersifat independen. 
Selain itu, prosedur penyelesaian perkara atau konflik kecenderungannya 
                                                          
73Satjipto Rahardjo, 1983, Op.Cit. Hal. 25. 
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memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit, sehingga faktor ini 
dapat merngurangi tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap 
pranata peradilan. 
Selain itu, proses penyelesaian perkara oleh hakim, masih 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama, masih terdapat sikap 
konservatif yang formalistis dari sebagian hakim dalam menafsirkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama dengan legisme. 
Kedua, masih terdapat suatu penafsiran yang keliru terhadap asas 
putusan hakim yang harus sesuai dengan rasa keadailan dan kepatutan. 
Ketiga, masih terdapat campur tangan dari pihak atasan terhadap tugas 
hakim yang berhubungan dengan teknis yustisial.74 
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan atau penegakan hukum, cukup banyak dan 
bervariasi. Akan tetapi, keseluruhan faktor tersebut, faktor manusia yang 
menjalankan penegakan hukum itu sangat dominan untuk menentukan 
apakah penegakan hukum itu berhasil atau tidak. 
 
  
                                                          
74Musakkir dan Sudikno Mertokusumo, 1997, Peranan Kebebasan Hakim dan 
Hubungannya dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam Proses Penyelesaian 
Perkara Perdata (hasil penelitian). Pascasarjana UGM, Yogyakarta. Hal. 595-
596. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor 
Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Rumah Damping Celebes, dengan pertimbangan bahwa 
Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Sulawesi Selatan 
merupakan salah satu institusi pemerintah yang  diberikan kewenangan 
oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan program rehabilitasi bagi 
pengguna atau pecandu narkotika, sedangkan Rumah Damping Celebes 
merupakan perangkat pelaksana pascarehabilitasi yang dibentuk oleh 
Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN). 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung 
dari pihak Badan Narkotika Nasional dan pihak-pihak yang lain yang 
berkaitan  dengan penelitian ini. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer, seperti buku-buku, 
jurnal, media online, dokumen, karya ilmiah, media cetak, hasil-hasil 
penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian lapangan dan 
penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah 
penelitian yang dilakukan dengan pengambilan data langsung melalui 
wawancara dan/atau kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait atau 
berkompeten. Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan melakukan studi dokumen atau dokumentasi untuk 
memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah 
diterlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, 
kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
C. Persyaratan Residen dan Bentuk Penyelenggaraan Program 
Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional 
 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai proses penyelenggaraan 
program rehabilitasi, maka terlebih dahulu penulis ingin memaparkan 
tentang siapa saja yang menjadi residen dalam program rehabilitasi 
tersebut. Adapun persyaratan untuk menjadi residen dalam program 
rehabilitasi tersebut berdasarkan wawancara dengan nara sumber Bapak 
Frengky sebagai salah seorang Konselor dan Pengelola Rumah Damping 
BNN (Wawancara Tanggal 17 Maret 2016), adalah:  
1. Pengguna narkoba aktif dengan pemakaian terakhir kurang lebih 12 
bulan. 
2. Jika terakhir mengomsumsi narkoba lebih dari 3 bulan wajib untuk 
melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa yang 
bersangkutan adalah pengguna narkoba. 
3. Berdasarkan putusan hakim yang menyatakan terdakwa harus 
menjalani rehabilitasi, meskipun tidak mempunyai cukup bukti bahwa 
terdakwa tersebut pengguna narkoba.   
4. Yang bersangkutan diserahkan oleh pihak badan Narkotika Nasional 
(BNN) meskipun tidak melalui proses pengadilan dengan dasar 
kesepakatan antara pecandu dengan pihak Badan Narkotika Nasional 
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(BNN) pada saat melakukan operasi penangkapan para penyalahguna 
narkoba yang biasa dilakukan di tempat hiburan malam.  
Terkait dengan persyaratan yang ke-4 di atas, berdasarkan 
wawancara nara sumber Bapak Frengky bahwa tindakan yang dilakukan 
BNN dalam memproses penyalahguna narkoba tanpa proses peradilan 
sangat mencederai asas praduga tidak bersalah, karena meskipun dalam 
proses penangkapan tersebut telah terbukti positif dalam memakai 
narkoba tetapi bisa saja pecandu tersebut adalah korban dari 
penyalahgunaan narkoba. 
Seseorang yang terbukti sebagai pengguna narkoba akan 
ditindaklanjuti oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam perihal ini 
Badan Narkotika Nasional menetapkan syarat dan ketentuan menyangkut 
perawatan seorang pengguna narkotika, adapun syarat dan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai berikut:  
1. Calon residen merupakan pengguna Narkoba aktif dengan 
pemakaian terakhir kurang dari 12 bulan. Jika terakhir 
mengkonsumsi Narkoba lebih dari 3 bulan, wajib melampirkan 
surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa yang 
bersangkutan adalah pengguna Narkoba. 
2. Berusia 15 – 40 tahun. Jika berusia kurang dari 15 tahun hanya 
menjalani tahap detoksifikasi dan entry unit. 
3. Tidak sedang hamil (pada calon residen wanita). 
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4. Tidak menderita penyakit fisik (diabetes, stroke, jantung) maupun 
psikis yang kronis (yang dapat mengganggu pelaksanaan 
program). 
5. Calon residen datang dengan didampingi orang tua/wali. 
6. Bagi residen yang menjalani rehabilitasi karena putusan 
pengadilan, wajib melampirkan salinan putusan. 
7. Calon residen yang menjalani rehabilitasi karena berdasar pada 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, 
harus didampingi oleh pihak pengadilan. 
Persyaratan administrasi dan perlengkapan yang harus dipenuhi 
oleh calon residen untuk mengikuti program rehabilitasi, sebagai berikut: 
1. Residen datang dengan didampingi anggota keluarga dan 
membawa perlengkapan administrasi, antara lain: 
a. Foto copy kartu keluarga; 
b. Foto copy KTP calon residen (pasien) dan orang tua; 
c. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar; 
d. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar; 
e. Bagi residen yang menjalani rehabilitasi karena putusan 
pengadilan, wajib melampirkan salinan putusan; 
2. Residen membawa perlengkapan (Pria), antara lain: 
a. Pakaian: celana pendek 3/4 (di bawah lutut) sebanyak tiga 
buah, pakaian dalam sebanyak enam buah; 
b. Perlengkapan ibadah; 
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c. Peralatan mandi dan cuci berupa: Handuk 1 buah, Sabun 
mandi (batang) 2 buah, Sikat gigi 1 buah, Pasta gigi 1 buah,  
Shampo (sachet) 10 buah, Rinso (sachet) 2 buah; 
d. Kebutuhan pribadi berupa: Snack berupa susu sachet dan 
makanan ringan (tidak dalam bentuk kaleng), Rokok 19 
bungkus (bagi yang merokok). 
Adapun jangka waktu dan peraturan selama menjalani Program 
Rehabilitasi, sebagai berikut: 
1. Masa pembinaan residen selama 6 (enam) bulan meliputi 
detoksifikasi, entry unit, primary, dan re-entry. 
2. Selama masa detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat 
dikunjungi oleh pihak keluarga. 
3. Residen baru dapat dikunjungi setelah memasuki fase primary dan 
re-entry. 
4. Apabila residen melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan kembali 
ke keluarga, maka keluarga wajib menginformasikan kepada UPT 
T&R BNN dan mengantar kembali untuk melanjutkan proses 
rehabilitasi. 
Berikut ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan 
beberapa residen baik yang sedang menjalani maupun yang telah 
menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dan penulis 
tidak akan mencantumkan identitas mereka di dalam tulisan ini, demi 
menghormati dan menjaga privasi mereka di dalam masyarakat. 
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Persyaratan untuk menjadi residen yang membutuhkan pemulihan 
tersebut, di dalam praktiknya berdasarkan wawancara dengan beberapa 
residen menyatakan bahwa sebagian persyaratan tersebut tidak 
dijelaskan secara rinci kepada residen dan baru diketahui setelah berada 
di dalam Balai Rehabilitasi, yang sekiranya dijelaskan kepada mereka 
maka mereka belum tentu bersedia untuk mengikuti program rehabilitasi 
di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Antara lain yang tidak dijelaskan 
kepada residen adalah dalam proses rehabilitasi selama masa 
detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak 
keluarga, sementara kehadiran keluarga dalam masa-masa seperti itu 
menurut para residen adalah sangat penting dalam mengatasi tekanan 
yang dialami oleh residen terutama tekanan psikologis. 
Selain itu, menurut hasil wawancara dengan beberapa responden 
yang telah menjalani program rehabilitasi menyatakan bahwa salah satu 
persyaratan yang sangat penting bagi residen sebelum menjalani proses 
rehabilitasi yang tidak dilakukan, sehingga di dalam praktiknya sangat 
amburadul adalah tidak ada verifikasi dan klasifikasi residen, antara lain 
tidak memisahkan antara residen yang perlu menjalani rawat inap dan 
rawat jalan, residen yang menjalani rawat inap tidak diverifikasi untuk 
mengetahui mana residen yang pecandu berat, sedang, ringan. Ibaratnya 
orang sakit yang membutuhkan pemulihan, tidak diverifikasi mana yang 
sakit parah, kronis, dan tidak parah. Di dalam praktiknya pecandu berat, 
dengan pengguna yang baru, terlebih lagi residen yang sama sekali tidak 
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pernah menggunakan, tetapi hanya karena alasan adanya SEMA, 
semuanya digabung dalam satu ruangan. Akibatnya adalah residen yang 
yang tidak pernah mengenal narkotika menjadi tahu berdasarkan cerita 
pengalaman dari residen yang sudah tergolong pecandu berat. Bahkan 
salah seorang residen yang telah menjalani program rehabilitasi 
menyatakan bahwa residen yang dapat menjauhi untuk tidak 
menggunakan narkotika setelah menjalani rehabilitasi adalah residen 
yang masuk di Balai Rehabilitasi karena memang sebelumnya tidak 
pernah menggunakan, dan boleh jadi residen yang tidak pernah 
menggunakan bahkan dapat menjadi pengguna karena terpengaruh oleh 
pergaulannya dengan para pecandu di dalam Balai Rehabilitasi. 
Salah satu responden memberikan informasi yang lebih parah 
yang menyatakan bahwa terdapat beberapa teman-teman mereka yang 
telah telah menjalani program rehabilitasi, yang sebelum masuk Balai 
Rehabilitasi hanya sebagai pengguna saja, tetapi setelah keluar dari Balai 
Rehabilitasi bukan berhenti menjadi pecandu Narkotika. bahkan telah 
meningkat dan beralih menjadi pengedar Narkotika, akibat dari pergaulan 
mereka di dalam Balai Rehabilitasi yang banyak memperoleh teman yang 
telah berpengalaman sebagai pengedar. Data ini juga menunjukkan 
bahwa penerimaan residen masih kurang selektif dan cermat, karena di 
dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang rehabilitasi dengan tegas 
menyatakan bahwa yang dapat diterima sebagai residen adalah hanya 
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pengguna atau pecandu saja dan bukan pengedar, apatah lagi Bandar 
narkoba. 
Demikian pula dengan metode yang digunakan dalam 
menjalankan program rehabilitas tersebut, banyak yang tidak sesuai 
dengan kebiasaan orang timur atau orang Indonesia, antara lain tidak 
dibenarkan untuk melakukan komunikasi sesama residen yang berada 
pada tahap yang berbeda, yang tidak dijelaskan apa maksud dan tujuan 
sehingga dilarang untuk berkomunikasi. Sebagian besar istilah-istilah 
atau jargon-jargon yang digunakan setiap hari yang tidak pernah ditemui 
dalam pergaulan dan interaksi pada masyarakat Indonesia, tetapi istilah 
dan jargon-jargon yang digunakan sepenuhnya adalah istilah dan jargon-
jargon yang digunakan oleh pecandu di Amerika, sehingga semua 
residen hanya sekadar menghafal jargon-jargon yang tidak akan pernah 
ditemukan setelah keluar dari Balai Rehabilitasi, dan terpaksa melakukan 
itu karena takut tidak dipertemukan dengan keluarganya.  
Kemudian jangka waktu rehabilitasi menurut ketentuan perundang-
undangan adalah 6 bulan, tetapi di dalam kenyataannya sebagian besar 
residen yang masuk secara sukarela menjalani lebih dari 6 bulan, rata-
rata mereka menjalani hingga 8 – 10 bulan. Kondisi ini menurut para 
responden membuat residen menjadi bosan, sehingga menyimpan rasa 
dendam untuk mengulangi lagi perbuatannya. Begitu pula dengan materi 
rehabilitasi sangat minim muatan religius atau agama, padahal ini yang 
sangat dibutuhkan oleh residen di dalam proses pemulihan. Begitu pula 
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jangka waktu perpindahan dari setiap fase sering tidak konsisten, antara 
lain jangka waktu detoxifikasi adalah 2 minggu, tetapi di dalam 
kenyataannya ada yang 1 bulan bahkan lebih dari 1 bulan baru 
dipindahkan ke tahap entry unit. Begitu juga pada tahap entry unit janka 
waktunya adalah 2 minggu tetapi kebanyakan lebih dari 3 minggu bahkan 
lebih dari `1 bulan baru dipindahkan ke tahap primary, tetapi ada yang 
lebih ironis lagi terkadang ada residen baru 1 minggu pada tahap 
detoxifikasi sudah dipindahkan ke tahap entry unit. Menurut para 
responden bahwa tidak jelas indikator atau alat ukur yang digunakan oleh 
pelaksana program rehabilitasi dalam memindahkan residen dari setiap 
tahap ke tahap berikutnya. 
Badan Narkotika Nasional (BNN) menerapkan bebrerapa model  
rehabilitasi bagi pengguna Narkotika, berdasarkan hasil wawancara 
penulis dengan nara sumber Bapak Frengky menyebutkan ada beberapa 
model rehabilitasi yaitu: 
1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation )  
Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran 
yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh 
(comprehensive management) dari pasien yang mengalami gangguan 
fungsi/cedera (impairment), (musculos keletal), susunan otot syaraf 
(system), serta ganggungan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai 
kecacatan tersebut.  
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2. Rehabilitasi Karya (Vocational Rehabilitation)  
Istilah rehabilitasi vokasional berarti bagian dari suatu proses 
rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang 
menyangkut pengadaan pelayanan-pelayanan di bidang jabatan seperti 
bimbingan jabatan (vocational guidance), latihan kerja (vocational 
training), penempatan yang selektif (selective placement), adalah 
diadakan guna memungkinkan para penderita cacat memperoleh 
kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kegiatan dalam 
rehabilitasi vokasional meliputi:  
a. Kegiatan evaluasi; 
b. Bimbingan vokasional; 
c. Latihan kerja; 
d. Penempatan kerja dan follow-up; 
Peserta program rehabilitasi vokasional adalah Individu 
penyandang cacat fisik atau mental, yang mengakibatkan individu 
terhambat untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya dugaan yang logis, 
masuk akal, bahwa pelayanan rehabilitasi vokasional akan bermanfaat 
bagi individu untuk dapat mencari pekerjaan.  
3. Rehabilitasi Sosial (Sosial Rehabilitation)  
Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi 
penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-
tidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif 
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yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam 
kehidupan di masyarakat.  
Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan alur tahapan 
program rehabilitasi bagi pengguna narkotika, sebagaimana tertuang di 
dalam Buku Walking Paper, yaitu:  
1. Tahap Screening intake meliputi : 
- Tes urine 
- Persetujuan pihak keluarga 
- Body spot check  
2. Tahap Detoxifikasi 
Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan 
mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu 
perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) 
yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat 
ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, 
pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba 
tersebut. 
3. Tahap Entry Unit 
Stabilisasi putus zat, Pengenalan Program, Family Dialog selama 2 
minggu dalam kegiatan ini para residen setelah melewati proses 
detoxifikasi akan melanjutkan ke tahap pengstabilan zat-zat yang telah di 
keluarkan dalam tubuh dan residen disosialisasikan mengenai program 
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selama rehabilitasi dan dilakukan family dialog antara residen dan 
keluarganya mengenai proses rehabilitasi dan proses ke depannya. 
4. Tahap Primary 
Program Therapeutic Community kurang lebih 4 bulan di mana 
dalam program tersebut para residen dikumpulkan untuk saling sharing 
dalam menghadapi masalah yang dihadapinya, dengan kata lain man 
helping man to help himself atau seseorang yang menolong orang lain 
untuk menolong dirinya sendiri dan tujuan dari TC ini adalah untuk 
mengantarkan para pecandu dari dampak.  
5. Tahap Re-Entry 
Program TC lanjutan, Terapi Vokasional dan Resosialisasi 
dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. 
6. Pasca Rehabilitasi 
Program lanjutan di luar Balai Rehabilitasi BNN Baddoka meliputi 
konservasi hutan dan laut, rumah dampingan, serta rumah mandiri. 
Di dalam program Terapiutic Community (TC) ini dikenal 4 struktur 
program yaitu : 
1. Pembentukan tingkah laku yaitu : residen mempelajari teknik dan 
sistem yang ada dengan menggunakan tools of the house secara 
benar sehingga terbentuk kembali perilaku residen yang sesuai 
dengan nilai dan norma masyarakat. 
2. Pengendalian emosi dan Psikologi: Residen mengetahui 
permasalahan dan mengurangi beban perasaan klien, meningkatkan  
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kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis. Ini 
bisa dilakukan melalui kelompok static grup, teguran rekan sebaya 
apabila emosional dan lain-lain kerja kelompok yang berhubungan. 
3. Pengembangan pemikiran dan kerohanian. Residen diberikan 
pemahaman dengan meningkatkan aspek pengetahuan dan nilai 
spiritual, moral, etika agar lebih mudah menjalani recovery dan 
mampu menghadapi permasalahan. Ini bisa dilakukan melalui seminar 
tentang pendidikan bahaya narkotika, memberi contoh, rekreasi dan 
penerapan nilai-nilai agama. 
4. Keterampilan kerja dan keterampilan bersosialisasi serta bertahan 
hidup. Residen belajar untuk beradaptasi dengan nilai dan norma 
yang ada ada dalam masyarakat dengan bantuan struktur kerja yang 
ada di dalam program dan meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan agar dapat menjadi bekal dan dapat diterapkan setelah 
selesai menjalankan program. 
Dalam menjalankan 4 struktur program yang di atas residen 
mempunyai hak dan kewajiban, adapun haknya meliputi: 
1. Lingkungan yang bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 
2. Treatment tanpa membedakan ras, sosial, kriminal dan status. 
3. Harga diri, keamanan dan kesehatan harus selalu diperhatikan.  
4. Perlindungan secara utuh. 
5. Kunjungan dari keluarga disesuaikan dengan jadwal kecuali ada 
ketentuan lain. 
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Kewajiban residen masa orientasi:  
1. Menggunakan papan nama; 
2. Senantiasa membawa Walking Paper; 
3. Tidak boleh jalan sendirian; 
4. Selalu bertanya dengan rekan sebayanya; 
5. Senantiasa menggunakan hirarki yang benar; 
6. Senantiasa menepati waktu; 
7. Hadir pada semua sesi kelompok yang diadakan di dalam program; 
8. Senantiasa menggunakan tegur sapa; 
9. Dilarang menggunakan kata-kata kotor; 
10. Dilarang menggunakan kekerasan atau mengasari orang lain; 
11. DSilarang bercerita tentang pengalaman sewaktu menagih; 
12. Senantiasa selalu bersama dengan buddy; 
13. Berpartisipasi aktif dalam setiap sesi; 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yakni 
residen, baik yang sedang mengikuti program rehabilitasi maupun yang 
telah mengikuti program rehabilitasi atau pasca rehabilitasi tentang 
metode yang digunakan dalam menjalankan program rehabilitasi 
menyatakan bahwa ada beberapa metodenya sudah bagus tetapi 
sebagian besar metodenya tidak tepat, karena tidak akan digunakan 
dalam berinteraksi setelah keluar dari Balai Rehabilitasi. Antara lain di 
dalam tahap entry unit dinyatakan bahwa pada tahap ini merupakan 
tahap sosialisasi pengenalan program, tetapi di dalam kenyataannya tidak 
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dilaksanakan secara baik dan sistematis, sehingga banyak residen yang 
sama sekali tidak paham tentang apa maksud dan tujuan program yang 
diterapkan kepada residen, sehingga kebanyakan hanya sekadar ikut-
ikutan melakukan apa yang diperintahkan agar terhindar dari pemberian 
sanksi atau hukuman. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk 
menjadi residen sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, 
karena belum dilakukan verifikasi residen secara cermat yang 
membutuhkan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan, masih terdapat 
residen yang bukan hanya sebagai pengguna saja tetapi juga sebagai 
pengedar yang seharusnya diproses ke tingkat penyidikan dan 
penuntutan, sehingga tempatnya bukan di Balai Rehabilitasi tetapi di 
Rumah Tahanan Negara atau Penjara. 
 
B. Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban 
Pengguna Narkoba Oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika 
Nasional (BNN) 
Badan narkotika nasional telah mekalukan upaya bagi para 
pengguna narkotika dengan cara mengarahkan para pecandu untuk 
mengikuti rehabilitasi mulai dari para pengguna narkotika hasil tangkapan 
(compulsory) dan penyalahguna narkotika yang datang secara sukarela 
(voluntary). Masing-masing penanganannya akan berbeda. 
Penyalahguna yang berasal dari hasil tangkapan (compulsory) apabila 
penyalahguna tersebut tidak mempunyai atau membawa barang bukti, 
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maka dari bidang pemberantasan akan meminta ke bidang rehabilitasi 
untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi si 
penyalahguna narkoba secara mendetil. Karena secara umum tujuan dari 
proses rehabilitasi adalah untuk memfungsikan kembali dan 
mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyalahguna 
narkoba agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai 
dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Tujuan utama 
rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, 
mental, sosial, vokasional dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. 
Jadi tujuan rehabilitasi adalah terwujudnya anak atau peserta didik yang 
berguna. 
Aspek berguna dapat mencakup self realization, human 
relationship, economic efficiency, dan civic responsibility. Artinya melalui 
kegiatan-kegiatan rehabilitasi penyalahguna narkotika diharapkan: 
a. Dapat menyadari ketergantungan dan dapat menguasai diri 
sedemikian rupa, sehingga tidak menggantungkan diri pada narkotika 
(self realization). 
b. Dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, 
tahu akan perannya, dan dapat menyesuaikan diri dengan perannya di 
lingkungannya (human relationship). 
c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu 
yang dapat menjamin kehidupannya kelak dibidang ekonomi 
(economic efficiency). 
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d. Memiliki tanggung jawab dan mampu berpartisipasi terhadap 
lingkungan masyarakat (civic responsibility). 
Sebelum penulis memaparkan tentang bagaimana efektivitas 
pelaksanaan program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Balai 
Rehabilitasi BNN Baddoka, maka penulis akan menjelaskan terlebih 
dahulu tentang persepsi sebagian besar responden yakni residen, dan 
masyarakat pada umumnya sebelum mengikuti program rehabilitasi. 
Adapun persepsi mereka bahwa program rehabilitasi itu adalah salah 
satu metode yang diberikan kepada para pecandu agar dapat berhenti 
atau menggunakan narkotika adalah dengan pemberian obat atau 
ramuan farmasi tertentu di dalam Balai Rehabilitasi. Akan tetapi, persepsi 
ini sangat keliru  ketika sudah berada di dalam Balai, karena tidak ada 
obat-obatan atau ramuan farmasi tertentu yang diberikan kepada residen 
terkait dengan pemulihan atau yang membuat mereka berhenti 
menggunakan narkotika. Persepsi yang keliru ini tidak hanya dialami oleh 
residen bahkan sebagian petugas polisi yang ditugaskan di dalam Balai 
Rehabilitasi juga memiliki persepsi seperti itu. Persepsi yang keliru 
tersebut dialami oleh seluruh residen yang menjadi responden dalam 
penelitian ini. Salah seorang residen menjelaskan bahwa pernah terjadi 
silang pendapat antara residen dengan petugas medis kemudian datang 
petugas dari petugas kepolisian berpangkat perwira menegah yaitu 
kompol memberikan penjelasan tentang rehabilitasi, dan pada saat 
petugas kepolisian ini memberikan penjelasan tentang rehabilitasi, maka 
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semua residen tertawa geli mendengarkan penjelasannya. Dia 
menjelaskan kepada residen bahwa kalian residen ini harus rajin minum 
obat yang diberikan oleh petugas medis supaya cepat pulih dari 
kecanduan narkoba. Semua residen tertawa karena residen tahu persis 
bahwa dalam program rehabilitasi tidak ada sama sekali obat atau 
ramuan farmasi tertentu yang diberikan untuk menghentikan penggunaan 
narkoba. Residen diberikan oleh dokter atau petugas medis apabila ada 
yang sakit, misalnya sakit flu, pilek, atau demam.  
Setelah penulis menanyakan kembali tentang mengapa mereka 
memiliki persepsi yang keliru seperti di atas, maka mereka menjelaskan 
bahwa begitulah penjelasan yang diperoleh baik dari petugas BNN 
maupun dari putugas kepolisian sebelum memasuki Balai rehabilitasi. 
Jadi program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNN sama sekali 
tidak ada yang berhubungan dengan obat atau ramuan farmasi tertentu 
yang berhubungan dengan pemulihan residen dari kecanduan narkoba.  
Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program 
rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi BNN, maka 
dapat dilihat dari pencapaian tujuannya. Apabila tujuan yang diharapkan 
rehabilitasi di atas dapat terwujud di dalam praktiknya berarti program 
rehabilitasi tersebut berjalan efektif, sebaliknya jika tujuan yang 
diharapkan tidak tercapai, maka program rehabilitasi tersebut tidak efektif. 
Selain itu, menurut penjelasan beberapa residen yang 
diwawancarai menyatakan bahwa banyak informasi yang diperoleh 
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sebelum masuk dalam Balai Rehabilitasi yang tidak sesuai dengan 
kenyataannya, informasi yang diperoleh sebelumnya ternyata ada yang 
tidak ada di dalam Balai Rehabilitasi bahkan ada yang sebaliknya. Jadi 
informasi tersebut semacam iming-iming agar orang mau masuk ke 
dalam Balai Rehabilitasi untuk mengikuti program rehabilitasi. Contohnya, 
sebelum masuk ke Balai Rehabilitasi, petugas BNP atau petugas 
kepolisian menginformasikan bahwa di dalam Balai bebas menelpon, 
keluarga bias menjenguk kapan saja, di dalam Balai ada kolam renang, 
ada supermarket mini semacam Indomart atau Alfamart, residen boleh 
jalan-jalan di dalam lingkungan Balai. Di dalam kenyataannya semua itu 
tidak ada bahkan yang terjadi sebaliknya, misalnya tidak ada kolam 
renang, tidak supermarket mini, selama berbulan-bulan baru boleh 
dijenguk oleh keluarga dan tidak boleh berkomunikasi dengan keluarga, 
apalagi membawa handphone, justeru kalau kedapatan ada yang 
membawa Handphone maka yang bersangkutan diberikan sanksi atau 
kedapatan berkomunikasi langsung dengan keluarga atas bantuan 
petugas, maka petugasnya yang dipecat. Bahkan pada tahap detoxifikasi 
dan entry unit residen disimpan di dalam ruangan berjeruji besi dan tidak 
boleh keluar sama sekali dari ruangan itu kecuali shalat Jumat. Semua ini 
bukannya membuat residen itu betah dan dapat pulih, tetapi sebaliknya 
malah tambah stress dan dendam. Oleh karena itu, sering terjadi kasus 
adanya residen yang melarikan diri dengan jalan merusak.  
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Seluruh responden residen menyatakan bahwa seandainya situasi 
dan kondisi di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka diketahui 
sebelumnya oleh mereka, maka mereka tidak akan masuk di dalam Balai 
Rehabilitasi tersebut. Oleh karena itu, residen yang masuk ke Balai 
Rehabilitasi BNN karena tangkapan polisi atau BNN (compulsory), 
semuanya meminta untuk dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara 
(Rutan), dengan pertimbangan di Rutan dapat bertemu dan 
berkomunikasi dengan keluarga setiap saat. Apabila ada residen 
compulsory ditarik oleh penyidik atau jaksa penuntut umumnya, maka 
mereka sangat gembira dibandingkan tinggal bercokol berbulan-bulan di 
Balai Rehabilitasi.  
Selanjutnya untuk mengetahui apakah tujuan penyelenggaraan 
rehabilitasi tersebut tercapai atau tidak, maka  penulis akan memaparkan 
data yang diperoleh dari responden yaitu residen baik yang sementara 
menjalani rehabiliatsi maupun yang telah menjalani program rehabilitasi. 
Penulis telah menyebarkan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada 40 
orang residen dengan rincian 20 orang residen yang sementara menjalani 
program rehabilitasi dan 20 orang residen yang telah menjalani program 
residen atau pasca rehabilitasi.  
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Tabel 1 
 
Pertanyaan 
 
Jawaban Responden 
 
 
Jumlah  
Ya 
 
Tidak 
Apakah materi yang diperoleh 
pada setiap tahap rehabilitasi 
dapat dipahami dengan baik? 
 
1 
 
39 
 
40 
 
Persentasi 
 
2.5% 
 
97,5% 
 
100% 
 
Sumber:  Data  diperoleh  dari Responden  pada Tanggal 20 Maret 2016 
tentang Pemahaman materi yang diperoleh pada setiap tahap 
rehabilitasi.  
Pemahaman responden terhadap materi yang diberikan pada 
setiap tahap rehabilitas berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, 
menunjukkan bahwa 97,5% yang tidak memahami dan hanya 2.5% yang 
dapat memahaminya. Setelah penulis menanyakan secara langsung 
melalui wawancara kepada responden yang menjawab tidak paham 
dengan materi yang diperoleh pada setiap tahap rehabilitasi, maka 
semuanya memiliki jawaban yang serupa yaitu mereka tidak paham 
karena tidak ada sosialisasi atau penjelasan materi sebelum masuk pada 
setiap tahap, padahal di dalam ketentuan program jelas dinyatakan 
bahwa pada tahap entry unit adalah tahap pengenalan program. Residen 
diberikan semacam buku pedoman yang disebut dengan walking paper, 
yang di dalamnya tercantum jenis-jenis materi dan program yang akan 
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diberikan, tetapi disuruh baca sendiri. Ketika residen ingin menanyakan 
materi yang tercantum dalam Buku Walking Paper tersebut kepada staf 
medis dan konselor, mereka hanya menjawab nanti dijelaskan pada 
tahap selanjutnya dan ikuti saja program. Jawaban seperti ini membuat 
residen ogah-ogahan untuk mengikuti program karena rupanya jawaban 
dari staf seperti itu ternyata adalah jawaban dari ketidakmampuan yang 
mereka dalam menjelaskan program.  
Materi program yang terdapat di dalam Buku di atas, sangat sarat 
dengan jargon-jargon dalam bahasa asing, yang sebagian besar adalah 
bahasa Inggris. Jargon-jargon itu disuruh hafal dan kalau tidak mampu 
menghafal maka akan diberikan sanksi. Semua responden menyatakan 
bahwa menghafal saja sulit apalagi memahami maknanya, sehingga di 
dalam praktiknya kebanyakan hanya pura-pura serius ikut yang penting 
tidak kena sanksi. Mereka hanya dapat menerima dengan baik materi 
yang berkaitan dengan agama, bahkan mereka menyatakan bahwa 
sebaiknya program rehabilitasi ini lebih banyak diberikan materi 
keagamaan, karena dengan banyak menanamkan  nilai-nilai agama akan 
membuat mereka sadar dan dapat memulihkan dari kecanduan narkoba.  
Selanjutnya semua responden menyatakan bahwa selain 
materinya lebih banyak bahasa asing, juga banyak yang tidak sesuai 
dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kalaupun 
sudah menjalani semua tahap rehabilitasi, maka setelah keluar dari Balai 
Rehabilitasi tidak mungkin dapat menerapkan apa yang diperoleh di 
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dalam Balai Rehabilitasi. Contohnya istilah permisi dalam kebiasaan 
masyarakat Indonesia di dalam Balai Rehabilitasi diganti dengan istilah 
communicate, istilah ini tidak akan mungkin digunakan setelah keluar dari 
Balai Rehabilitasi. Kemudian metode penerapan materi rehabilitasi itu di 
dalam praktiknya sangat mirip dengan perpoloncoan. Ironisnya menurut 
semua responden bahwa ketika ditanyakan apa maksud dan tujuan dari 
setiap program itu kepada staf, maka merekapun tidak mampu 
menjelaskan dengan baik, malah jawaban yang paling sering didengar 
adalah tidak usah banyak bertanya ikuti saja program.  
 Mencermati materi yang diterapkan di dalam program rehabilitasi 
yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, maka 
tampak bahwa metode dan materinya sulit dipahami oleh residen, karena 
program tersebut diadopsi secara utuh dari Negara asalnya yaitu 
Amerika. Di mana substansi dan metodenya sudah pasti sejalan ddengan 
kebiasaan atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di Amerika, seperti 
jargon-jargon yang digunakan di dalam program metode Terapiutic 
Commnunity (TC) tersebut adalah jargon-jargon yang digunakan dalam 
pergaulan para pecandu narkotika di Amerika, sehingga sangat mudah 
diterima dan dipahami oleh mereka. Kemudian diadopsi ke Indonesia dan 
terapkan secara utuh atau copy paste saja. Ketika penulis melakukan 
konfirmasi mengenail hal tersebut dengan pihak pengelola Balai 
Rehabilitasi BNN, yakni pihak pengelola membenarkan kalau program 
rehabilitasi yang menggunakan istilah yang lebih dikenal dengan metode 
101 
 
Terapiutic Commnunity (TC) adalah metode yang diterapkan di Amerika 
bagi para pecandu narkotika, dan di Amerika metode ini sangat efektif 
dalam memulihkan para pecandu. 
Jikalau di Amerika penerapannya sangat efektif adalah hal yang 
sangat wajar, karena cocok atau sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan 
mereka. Sekalipun di Amerika berjalan efektif tetapi belum tentu efektif di 
Indonesia, karakteristik masyarakatnya yang berbeda. Sebagaimana 
Teori The law of the non transferability of law yang dicetuskan oleh 
Robert Seidman, bahwa hukum yang berlaku di suatu tempat sekalipun 
efektif belum tentu dapat ditranfer ke tempat lain, apabila karakter hukum 
dan masyarakatnya berbeda. Dalam banyak hal karakteristik masyarakat 
Amerika sangat berbeda dengan karakteristik masyarakat Indonesia, baik 
dari tipe hukumnya maupun dari tipe masyarakatnya. Salah satu contoh 
perbedaan tipe masyarakat Amerika dengan tipe masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat Amerika dikenal sebagai masyarakat konflik, 
sedangkan masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat 
kompromistis.  
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Tabel 2 
 
 
Pertanyaan 
 
Jawaban Responden 
 
 
Jumlah  
A 
 
B 
Bagaimana harapan anda 
sebagai seorang pecandu 
sebelum mengikuti program 
rehabilitasi medis dan sosial 
BNN? 
A. Ingin pulih dan agar tidak 
tertarik lagi menggunakan 
narkoba. 
B. Untuk menghindari atau 
takut dengan hukuman 
penjara yang jangka 
waktunya yang lebih lama 
dibandingkan dengan masa 
rehabilitasi. 
 
37 
 
3 
 
40 
 
Persentasi 
 
92.5% 
 
7,5% 
 
100% 
 
Sumber:  Data  diperoleh  dari Responden  pada Tanggal 20 Maret 2016 
tentang harapan residen sebagai seorang pecandu sebelum 
mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial di BNN. 
Harapan responden sebagai seorang pecandu narkoba sebelum 
mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial BNN berdasarkan data 
pada Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa 92,5% yang yang menyatakan 
ingin pulih dan tidak tertarik lagi menggunakan narkoba, dan 7.5% yang 
menyatakan untuk menghindari atau takut dengan hukuman penjara yang 
jangka waktunya yang lebih lama dibandingkan dengan masa rehabilitasi. 
103 
 
Data pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa apa yang 
diharapkan oleh para residen pada umumnya adalah ingin pulih, hal ini 
sesungguhnya sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh program 
rehabilitasi tersebut. Akan tetapi, harapan ingin pulih tersebut tidak akan 
tercapai apabila materi yang diberikan tidak sejalan dengan nilai-nilai 
yang mereka anut sebagai masyarakat ketimuran atau masyarakat 
Indonesia. 
Kemudian responden yang memiliki harapan berbeda yaitu untuk 
menghindari  atau takut dengan hukuman penjara yang jangka waktunya 
yang lebih lama dibandingkan dengan masa rehabilitasi, menyatakan 
bahwa bagi mereka mengerti atau tidak mengerti yang penting ikut saja 
daripada dipenjara. Setelah penulis menanyakan mengapa menghindar 
dari hukuman penjara, mereka menyatakan bahwa mereka sebenarnya 
adalah tangkapan polisi dan memiliki barang bukti, dan kalau dilanjutkan 
ke tingkat penyidikan dan penuntutan, hukumannya minimal 4 tahun 
penjara, mendingan di rehabilitasi paling lama waktunya adalah 1 tahun. 
Setelah ditanyakan lebih lanjut kepada mereka bahwa mengapa polisi 
tidak melanjutkan kasusnya ke tahap penyidikan dan penuntutan, mereka 
menyatakan bahwa mereka sepakat dengan petugas agar dimasukkan ke 
dalam Balai Rehabilitasi saja, tetapi kesepakatan itu menurut mereka 
harganya sangat mahal, karena mereka membayar puluhan juta rupiah 
bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah.  
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Berdasarkan data di atas, dapat dimaknai bahwa Balai Rehabilitasi 
ini merupakan salah satu wadah bagi pecandu narkoba untuk 
menghindari proses peradilan, sekaligus merupakan “lahan pemerasan” 
oleh oknum petugas kepolisian untuk berkolusi dengan pengguna atau 
pecandu narkoba. 
Tabel 3 
 
 
Pertanyaan 
 
Jawaban Responden 
 
 
Jumlah  
Ya 
 
Tidak 
Apakah materi yang diberikan 
pada setiap tahap rehabilitasi 
medis dan sosial memberikan 
pengaruh atau manfaat 
terhadap pemulihan anda? 
 
0 
 
40 
 
40 
 
Persentasi 
 
0% 
 
100% 
 
100% 
 
Sumber:  Data  diperoleh  dari Responden  pada Tanggal 20 Maret 2016 
tentang pendapat responden residen terhadap pengaruh dan 
manfaat materi yang diberikan pada setiap tahap program 
rehabilitasi dalam hal pemulihan dari kecanduan narkoba. 
Pendapat responden terhadap materi yang diberikan terkait 
dengan apakah memiliki pengaruh atau manfaat bagi pemulihan dari 
kecanduan narkoba pada Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa 100% 
atau seluruhnya menyatakan tidak ada pengaruh atau manfaatnya 
terhadap pemulihan. Setelah penulis melakukan wawancara dengan 
beberapa di antara responden untuk melakukan klarifikasi atau 
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penjelasan tambahan terhadap jawaban mereka, maka mereka 
menyatakan bahwa apanya yang akan memulihkan, yang mereka 
butuhkan adalah bimbingan rohani, karena mereka sadar kalau sebelum 
masuk di Balai Rehabilitasi BNN sangat jauh dari kehidupan agama. 
Sementara materi tentang agama sangat sedikit, selama sepekan hanya 
maksimal 2 kali memperoleh pengetahuan agama, itupun hanya 
maksimal satu jama setiap sesi, selebihnya adalah kegiatan-kegiatan 
yang tidak masuk diakal karena sama saja dengan perpoloncoan.  
Setelah penulis mencermati data pada Tabel 3 dan pernyataan-
pernyataan responden yang diperoleh melalui wawancara di atas, maka 
tampak bahwa materi yang diberikan pada setiap tahap program 
rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN tidak akan memberikan pengaruh 
yang dapat mengubah kebiasaan residen sebagai pengguna atau 
pecandu narkoba untuk pulih, karena mereka mengharapkan lebih 
banyak bimbingan rohani atau bimbingan agama. Hal ini menunjukkan 
bahwa mereka mengikuti program rehabilitasi  selama itu, lebih banyak 
tertuju pada mengubah cara berpikir, dari cara berpikir orang timur 
menjadi cara berpikir orang barat, atau dengan perkatan lain yang 
diberikan makanan hanya pikirannya bukan hatinya. Mereka menyadari 
bahwa mereka sangat butuh bimbingan rohani, berarti hati atau batinnya 
yang harus diisi atau dipenuhi dengan pemahaman ajaran agama.  
Terkait dengan hal tersebut, penulis menanyakan lebih lanjut 
kepada mereka bahwa mengapa masuk di Balai Rehabilitasi BNN dan 
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tidak masuk ke pesantren saja. Mereka menyatakan bahwa informasi 
yang diberikan oleh petugas di BNP atau BNK, dan kepolisian bahwa di 
dalam Balai Rehabilitasi BNN akan diperlakukan sama dengan pesantren, 
akan diberikan pemahaman tentang materi kerohanian, makanya menurut 
mereka pada umumnya lebih banyak membawa pakaian dan alat 
perlengkapan shalat. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 
program rehabilitasi ini belum tersoisialisasi dengan  baik kepada 
masyarakat dan orang-orang yang bertugas di BNN sendiri.  
Tabel 4 
 
Pertanyaan 
 
Jawaban Responden 
 
 
Jumlah  
Ya 
 
Tidak 
Apakah anda sudah berhenti 
memakai, menggunakan atau 
mengkonsumsi narkotika atau 
zat adiktif lainnya setelah 
menjalani program rehabilitasi 
medis dan sosial di BNN 
Baddoka? 
 
0 
 
20 
 
20 
 
Persentasi 
 
0% 
 
100% 
 
100% 
 
Sumber:  Data  diperoleh  dari Responden  pada Tanggal 20 Maret 2016 
tentang tanggapan responden terhadap tujuan pemulihan  
residen dari kecanduan narkoba yang hendak dicapai dalam 
pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial.  
Tanggapan Responden terhadap tujuan program rehabilitasi yakni 
pemulihan  residen dari kecanduan narkoba yang merupakan tujuan 
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utama hendak dicapai dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial 
pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa tujuan utama untuk 
memulihkan residen dari kecanduan narkoba tidak atau belum tercapai, 
karena tampak dari jawaban seluruh responden yakni sebanyak 20 orang 
yang telah menjalani rehabilitasi medis dan sosial atau pasca rehabilitasi, 
menyatakan bahwa mereka belum berhenti atau masih tetap memakai, 
menggunakan atau mengkonsumsi narkotika atau zat adiktif lainnya 
hingga saat ini.  
Penulis juga masih melakukan wawancara kepada beberapa 
mantan residen sebagai responden penelitian, untuk mengetahui 
mengapa mereka masih tetap mengkonsumsi narkoba, padahal telah 
mengikuti program rehabilitasi. Jawaban mereka adalah apa yang 
diperoleh di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tidak ada sama sekali 
pengaruhnya kepada mereka untuk membuat mereka dapat berhenti atau 
pulih, karena apa yang mereka peroleh di dalam Balai Rehabilitasi tidak 
menyentuh hatinya untuk berhenti, kecuali materi tentang agama yang 
dapat bermanfaat bagi mereka tetapi porsinya sangat sedikit. Bahkan di 
antara mereka ada yang berpandangan lebih ekstrem, yang menyatakan 
bahwa program rehabilitasi yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN 
Baddoka adalah pemborosan uang Negara saja. Penulis juga telah 
menanyakan tentang kisaran biaya kepada salah seorang konselor, dan 
diperoleh data bahwa untuk satu orang residen perbulan menghabiskan 
biaya 6 juta perbulan. Jadi kalau dalam satu tahun terdapat 200 residen, 
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maka besarnya uang Negara yang dihabiskan adalah sebesar 14,4 milyar 
rupiah. Tentu belum termasuk gaji dan honor para pegawai dan staf yang 
bertugas. Jadi, sangat masuk akal atau logis kalau pendapat responden 
tersebut menyatakan pemborosan uang Negara, karena tujuannya tidak 
tercapai.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program 
rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika oleh BNN Baddoka tidak atau 
belum efektif, karena baik metode maupun substasinya sebagian besar 
tidak sesuai atau selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat 
Indonesia yakni program rehabilitasi yang diterapkan adalah program 
rehabilitasi yang diterapkan di Amerika yang diterima dan diterapkan 
secara bulat tanpa ada penyesuaian atau copy paste dari Negara 
asalanya yaitu Amerika dan Eropa, keterbatasan kemampuan tenaga 
medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan 
adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam 
menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, serta sosialisasi pengenalan 
program belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap setiap 
permasalahan dalam peneltiian ini, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Persyaratan untuk menjadi residen sebagian besar belum memenuhi 
tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi residen secara 
cermat yang membutuhkan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan, 
masih terdapat residen yang bukan hanya sebagai pengguna saja 
tetapi juga sebagai pengedar yang seharusnya diproses ke tingkat 
penyidikan dan penuntutan, sehingga tempatnya bukan di Balai 
Rehabilitasi tetapi di Rumah Tahanan Negara atau Penjara. 
2. Pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika 
oleh BNN Baddoka tidak atau belum efektif, karena sosialisasi 
pengenalan program belum dilaksanakan secara sistematis dan 
konsisten, keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial 
(konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan adanya 
tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam 
menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, serta metode dan 
substasinya sebagian besar tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 
oleh masyarakat Indonesia atau belum selaras dengan karakteristik 
masyarakat Indonesia.  
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B. Saran 
Untuk mengatasi kendala yang terdapat dalam penelitian ini, maka 
terdapat beberapa saran sebagai solusi yang dapat direkomendasikan, 
sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan verifikasi residen untuk mengetahui dengan jelas 
residen yang membutuhkan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan, 
sehingga penanganan residen yang parah dan yang ringan tidak 
disatukan dalam satu bagian, dan pihak Balai Rehabilitasi  juga 
seyogianya lebih selektif dan berhati-hati dalam menerima residen 
compulsory yang diserahkan oleh penyidik, begitu pula bagi hakim 
dalam memutus perkara agar lebih selektif dan membedakan antara 
korban, pengguna, pengedar, dan bandar untuk menghindari adanya 
pengedar atau bandar narkoba yang menjadi residen. 
2. Penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial seyogianya 
diselaraskan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia. 
Substansi program seyogianya disesuaikan dengan nilai-nilai yang 
dianut oleh masyarakat Indonesia dengan menyeimbangkan antara 
materi tentang kesehatan, agama, dan kemasyarakatan,  peningkatan 
kualitas tenaga medis dan sosial (konselor), serta monitoring dan 
evaluasi program seyogianya dilakukan secara berkala agar 
sosialisasi pengenalan program dan pelaksanaannya dapat berjalan 
secara sistematis dan konsisten.  
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